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BRENDA PRISSLA, Studi Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dalam 
Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Nunukan Provinsi Kalimantan Utara di bawah bimbingan Ibu Shorea Helminasari, 
S.I.P., M.A Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Yani.S.Sos, M.Si 
Selaku Dosen pembimbing II.

Permasalahan utama dalam penelitian ini bahwa masih ada pelayanan yang 
belum optimal, dan tidak adanya ketepatan waktu dalam pelayanan E-KTP dan 
masih ada kendala seperti jaringan komunikasi data yang seringkali tidak stabil 
dalam proses penyiapan E-KTP yang melewati batas, serta standarisasi waktu dalam 
pembuatan E- KTP terkesan lambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan 
Utara beserta faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan akuntabilitas 
kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, dengan teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Fokus utama peneliti meliputi sistem yang dapat menjamin sumber daya yang 
konsisten, komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi, tingkat pencapaian 
sasaran dan tujuan, berorientasi pada visi misi, jujur objektif transparan dan akurat, 
serta menyajikan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan publik 
dalam pembuatan E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan 
Utara telah diterapkan dengan baik melalui penerapan sistem digital SIAK, 
kepatuhan terhadap SOP, serta transparansi dalam pelaporan hasil kinerja. Faktor 
pendukung utama akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP 
di Disdukcapil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara meliputi adanya 
sistem yang mendukung; alat yang memadai; alokasi anggaran yang cukup; 
pegawai yang jujur, objektif, transparan, dan akurat; terdapat SOP pelayanan, serta 
adanya koordinasi yang baik antar seluruh jajaran Disdukcapil. Sementara, faktor 
penghambatnya adalah masih kurangnya SDM yang menangani layanan E-KTP, 
kendala jaringan serta pasokan listrik.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Kinerja, Pelayanan Publik, E-KTP
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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah 

kepada masyarakat adalah bentuk pelayanan administratif dalam bidang 

kependudukan terutama dalam pelayanan pembuatan E-KTP.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pelayanan Publik 

nomor 25 tahun 2009, “Pelayanan Publik adalah setiap kegiatan atau serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan 

masyarakat sehubungan dengan penyediaan barang,jasa, dan/atau jasa yang 

disediakan oleh pemerintah sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penyelenggara pelayanan pemerintah ayat 1 pasal 1 “ pemerintah 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terbaik 

kepada seluruh masyarakat”. Penyedia layanan harus mengutamakan kebutuhan 

masyarakat agar dapat memberikan layanan terbaik sesuai dengan tren masa kini, 

penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan beretika sangatlah penting. 

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan 

kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-

hak masyarakat secara berkualitas, integritas dan berkesinambungan.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan sebuah rangkaian kegiatan

1
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dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem dapat 

diharapkan dapat menyediakan pelayanan publik dalam bentuk pemenuhan atas hal 

adminsitratif penduduk dan perlindungan penertiban dokumen kepedudukan tanpa 

mendapatkan perlakuan diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah.

Adapun yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan ini 

yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang 

selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, 

alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada 

isntansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam 

berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamsi Birokrasi. Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan oleh seluruh instansi 

pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, yang berkomitmen untuk 

meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka. Dengan demikian, Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi instrumen penting bagi instansi 

pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  (good
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governanace) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di indonesia.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis 

Kontrak kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Berikut adalah poin-poin penting yang biasanya terdapat 

dalam peraturan tersebut yaitu kontrak kinerja, pelaporan kinerja, reviu laporan 

kinerja, tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas. Peraturan ini merupakan 

upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan 

akuntabilitas dalam kinerja aparatur negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan dijelaskan bahwa Kartu Tanda Kependudukan Elektronik yang 

selanjutnya disingkat E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi oleh 

Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan 

oleh instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota. Penerapan E-KTP yang saat ini telah dilaksanakan merupakan 

bagian dari upaya untuk mempercepat dan mendukung akurasi terbangunnya 

database kependudukan di ranah Kabupaten / Kota, Provinsi, maupun database 

kependudukan secara nasional. Dengan diberlakukannya E-KTP maka akan 

meminimalisir adanya praktik pemalsuan KTP dan setiap penduduk tidak 

dimungkinkan lagi untuk memiliki E-KTP lebih dari satu. Hal ini dikarenakan di 

dalam E-KTP sudah terdapat kode keamanan dan rekaman elektronik data 

penduduk yang berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (DISDUKCAPIL) ialah satu
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komponen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang berada dibawah 

kewenangan daerah, pimpinan tertinggi dalam administrasi tersebut yaitu Kepala 

Dinas. Sesuai dengan peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 43 

Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nunukan, maka Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok 

membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah yang merupakan kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil.

Dalam penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pelayanan publik, khususnya terkait 

pembuatan E-KTP, yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Nunukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan ini 

berjalan lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang 

diharapkan oleh masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Nunukan merupakan instansi pemerintah yang membidangi pengendalian 

penduduk dan pencatatan sipil. Untuk menerapkan praktik pelayanan yang 

bertanggung jawab dan trasnsparan, pemerintah harus mengumumkan secara 

terbuka dan tegas bahwa mereka ingin memberikan pelayanan terbaik.

Dalam kaitan ini, harapan masyarakat terhadap akuntabilitas pelayanan 

publik berperan penting dalam keberhasilan pembuatan E-KTP yang diberikan oleh 

pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kependudukaan dan Pencatatan 

Sipil, yang mengeksekusi program yang dikelola. Berdasarkan hasil observasi
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disimpulkan bahwa masih ada pelayanan yang belum optimal, dan tidak adanya 

ketepatan waktu dalam pelayanan E-KTP dan masih ada kendala seperti jaringan 

komunikasi data yang seringkali tidak stabil dalam proses penyiapan E-KTP yang 

melewati batas ketentuan serta kemampuan birokrasi dalam menyampaikan 

pelayanan, prosedur dan persyaratan, serta standarisasi waktu dalam pembuatan E-

KTP terkesan lambat. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut peneliti 

memiliki keinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan 

pelayanan publik, khususnya mengenai “Studi Akuntabilitas Kinerja Pelayanan 

Publik Dalam Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Suatu penelitian yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah, maka 

terlebih dahulu peneliti mengemukakan beberapa pendapat yang memberikan 

definisi mengenai rumusan masalah :

Menurut Sugiyono (2015:35) mengatakan “Rumusan masalah merupakan

suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”.

Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong (2015:92) “Masalah adalah lebih dari 

sekedar pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan. Masalah adalah suatu keadaan 

yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan 

situasi yang menimbulkan suatu tanda-tandanya dan dengan sendirinya 

memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban”.

Sedangkan  menurut  Fraenkel  &  Wallen  dikutip  Sugiyono  (2015:84)

“masalah penelitian merupakan sesuatu yang pasti, dimana masalah merupakan
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segala sesuatu yang akan di teliti merupakan kondisi yang akan di tingkatkan 

merupakan kesulitan yang di eliminasi, dan merupakan pertanyaan yang perlu di 

carikan jawabannya’.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa masalah adalah suatu kejadian yang menimbulkan pertanyaan dan berusaha 

untuk memecahkannya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten NunukanProvinsi 

Kalimantan Utara?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam akuntabilitas kinerja 

pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian untuk mencari atau menemukan kebenaran 

atau pengetahuan yang benar. Maksudnya memecahkan suatu masalah atau 

persoalan yang ingin diteliti menggunakan ilmu pengetahuan.

Pendapat Sukandarrumidi (2013:111), “Tujuan penelitian adalah untuk 

memperoleh suatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah 

yang setiap saat timbul.”

Menurut Sugiyono (2015:397) menyatakan "Secara umum tujuan penelitian 

adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. 

Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan.



7

Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui".

Selanjutnya menurut Sutrisno Hadi (2021:14) Tujuan penelitian adalah suatu 

usaha dalam menemukan segala sesuatu agar dapat mengisi kekosogan maupun 

kekurangan yang ada, menggali lebih mengenai dalam apa yang suda ada, 

mengembangkan serta memperluas, dan juga menguji kebenaran dari apa yang 

sebelumnya sudah ada namun untuk kebenaran masih di ragukan.

Berdasarkan beberapa teori di atas peneliti menyimpulkan bahwa tujuan 

penelitian adalah mencari tahu serta menemukan suatu sumber permasalahan. 

tujuan yang ingin peneliti capai dalampenelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan 

E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan 

Provinsi Kalimantan Utara.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung akuntabilitas kinerja 

pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan ProvinsiKalimantan Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada umumnya setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

memberikan kegunaan atau manfaat kepada peneliti maupun kepada orang lain. 

Demikian juga dengan penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat atau kegunaan baik bagi diri peneliti sendiri maupun bagi 

pihak-pihak yang memerlukannya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh  Sugiyono  (2015:397) “Manfaat

penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis. Penelitian kualitatif lebih bersifat
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teoritis, yaitu pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya”. 

Selanjutnya menurut Rachmat Trijono (2015:15) “Manfaat penelitian pada 

dasarnya adalah kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar 

tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, 

konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami 

fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi”.

Sedangkan menurut Kaelan (2015:235) ‘Suatu penelitian harus mempunyai 

manfaat yang jelas bagi kehidupan manusia, baik manfaat secara praktis, pragmatis, 

maupun manfaat secara teoritis dan normatif”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan manfaat penelitian merupakan kegiatan untuk 

memperoleh hasil penelitian, baik kepentingan pengembangan maupun 

kepentingan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 

pelayanan publik.

b. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan instansi terkait dalam 

pelayanan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan pengetahuan dan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

tentang pelayanan publik di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan



9

Utara.

b. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi pihak-pihak yang akan 

mengadakan penelitian selanjutnya terutama bagi yang tertarik dengan 

permasalahan yang sama.



BAB II 

TINJAUAN TEORI

2.1 Teori Dan Konsep

Teori dan konsep merupakan landasan dalam membahas dan menganalisis 

tentang suatu permasalahan dan pengertian. Teori merupakan salah satu unsur 

penting dalam sebuah penelitian yang bersifat ilmiah. Sebelum peneliti 

mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, terlebih dahulu 

peneliti akan menguraikan maksud dan pengertian dari teori dan konsep.

Menurut Sugiyono (2015:54) “Teori adalah alur atau penalaran, yang 

merupakan seperangkat konsep, definisi proporsional yang disusun secara 

sistematik. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu menjelaskan, 

meramalkan dan pengendalian suatu gejala”.

Selanjutnya menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:20), “Teori adalah untuk 

memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa 

penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalambentuk 

rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu teori”.

Kemudian Menurut Warul Walidin (2015:12) menyatakan bahwa“Konsep 

adalah pengertian atau pemahaman tentang sesuatu (yang berasal dari fakta dan 

pemahaman itu berada pada akal budi atau rasio manusia. Konsep selalu dipikirkan 

oleh manusia dan oleh karenanya menjadi pemikiran manusia. Seseorang atau 

peneliti yang memiliki konsep tertentu atau konsep tentang sesuatu, maka ia harus 

menuliskan konsep itu sendiri agar dapat dipahami oleh orang lain.

Selanjutnya menurut Harbani Pasolong (2020:81) “Teori yaitu serangkaian

10
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asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu 

fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar 

konsep”.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud teori adalah pemaparan berupa gambaran yang jelas untuk menjelaskan 

suatu fenomena atau hubungan antara fenomena tertentu. Sedangkan yang 

dimaksud dengan konsep adalah penggambaran gejala secara abstrak dari suatu 

objek untuk tujuan.

2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang mengharuskan individu atau organisasi 

untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil. 

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah 

untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang 

diambil kepada publik dan lembaga pengawas (Subroto, 2009:8). Ada beberapa 

aspek penting dari akuntabilitas menurut Dwiyanto (2015:8) adalah sebagai berikut.

1. Transparansi: informasi harus tersedia dan dapat diakses oleh publik untuk 

meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

2. Responsibilitas: individu atau organisasi harus siap untuk 

mempertanggung jawabkan tindakan mereka, baik dalam konteks positif 

maupun negatif.

3. Pengawasan: ada mekanisme yang harus ada untuk mengawasi dan 

menilai kinerja dan keputusan yang diambil, seperti audit, evaluasi, dan 

pelaporan.
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4. Sanksi: jika seseorang atau organisasi tidak memenuhi standar atau 

melakukan kesalahan, ada konsekuensi yang harus dihadapi.

Akuntabilitas sangat penting dalam konteks peemrintahan dan sektor publik, 

karena dapat membantu memastikan bahwa pelayanan publik diberikan dengan 

efektif dan efisien serta mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan 

(Firdausijah, dkk., 2022:59). Disektor swasta, akuntabilitas juga penting untuk 

menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, dan 

karyawan (Firdausijah, dkk., 2022:59). Adapun menurut Broadnax dalam Januarsi 

(2018:10) “Akuntabilitas mengacu pada sejauh mana suatu organisasi mampu 

mempertanggungjawabkan tindakan dan perilakunya kepada masyarakat”.

Menurut Nurkholis (2019:197) “ Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika 

yang terkait dengan administrasi publik di pemerintahan baik lembaga eksekutif, 

legislatif, maupun yudikatif yang sifatnya dapat dipertanggungjawabkan, mampu 

memberikan jawaban, dapat dipersalahkan, dan tidak memiliki kebebasan”. 

Adapun menurut Poae dan Saerang (2013:29) “Akuntabilitas mengandung arti 

pertanggugjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas 

pilihan-pilihannya dan tindakannya.”

Benawan dkk (2018:6) menyatakan bahwa “Akuntabilitas adalah kewajiban 

suatu instansi untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna sumber daya publik 

kepada pemberi mandat (prinsipal)”. Akuntabilits yang dimaksud oleh para ahli 

diatas dapat peneliti simpulkan bahwa akuntabilitas dalam instansi apapun itu harus 

dapat dilakukan oleh siapapun. Akuntabilitas ini sebagai suatu proses tata kelola
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pemerintahan agar dapat tercapainya hal-hal yang sesuai dengan prosedur 

pemerintahan.

2.3 Teori Kinerja

Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang 

padanannya dalam bahasa inggris adalah performance. Istilah performance sering 

diindonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh 

fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam 

waktu tertentu. Menurut Fahmi (2013:2) mengemukakan bahwa kinerja dalah hasil 

yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented 

dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. Sementara 

Menurut Pasolong (2013:196) “mengemukakan bahwa konsep kinerja pada 

dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja 

organisasi”.

Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, 

sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu 

organisasi (Uha, 2013:5). Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki 

keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan 

dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan 

pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi tersebut. Tercapainya kinerja yang maksimal tidak akan terlepas dari 

peran pemimpin birokrasi dalam memotivasi bawahannya dalam melaksanakan 

pekerjaan secara efisien dan efektif (Pasolong, 2022:12).
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2.3.1 Kinerja Organisasi

Pasolong (2013:198) “mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah 

sebagai efektivitas organnisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan 

dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistemik dan 

meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai 

kebutuhannya secara efektif. Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja mempunyai beberapa elemen yaitu:

1. Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti 

kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh seecara sendiri-sendiri.

2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang 

dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan 

kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan 

dengan baik.

3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam 

melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti 

aturan yang telah ditetapkan (Jelatu & Jewaru, 2024:29-33).

2.3.2 Kinerja Instansi Pemerintahan

Definisi kinerja instansi pemerintah menurut keputusan kepala Lembaga 

Administrasi Negara No: 239/IX/6/2003 adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran ataupun tujuan innstansi pemerintah sebagai penjabaran dari 

visi, misi dan strategi instansi pemerintahan yang mengidikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program 

dan kebijakan yang ditetapkan.
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Kinerja instansi pemerintah difokuskan pada pengukuran kinerja terhadap 

satuan kerja atau entitas dilingkungan pemerintah. Fokus pengukuran kinerja dapat 

untuk setiap satuan kinerja atau entitas yang mencakup:

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran

2. Tugas pokok dan fungsi

3. Struktur organisasi dan personalia

4. Program kerja

5. Anggaran (Jelatu & Jewaru, 2024:43).

2.3.3 Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan 

dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan 

dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan 

datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara 

membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi (Yi 

et al, 2024:8).

2.4 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban pemegang amanah untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki 

hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawabnya (Yi et al, 2024:8). 

Definisi Akuntabilitas kinerja menurut instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 

adalah perwujudan kewajiban suatu pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan progam dan kegiatan yang telah diamanatkan
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para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur 

dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi 

pemerintah yang disusun secara periodik.

2.4.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menurut Peraturan Menteri 

Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tepatnya pada Pasal 1 angka 5 adalah 

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai saraan 

dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara 

periodik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut Latif, Asri, & Santosa 

(2022:1370) dapat terwujud dengan baik apabila memenuhi persyaratan-

persyaratan sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber 

data yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh.

5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat.

6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dietapkan.



17

2.4.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), definisi akuntabilitas 

kinerja menurut perpres tersebut adalah perwujudan kewajiban suatu pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program 

dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara 

periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran 

dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka 

mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dalam 

instruksi presiden Nomor 7 tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah adalh untuk mendorong terciptanya akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya good 

governance. Sasaran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut 

Andriani, Rosita, & Ihsan (2015:53) adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi 

secara efisien, efektif dan resposive terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungannya.
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2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional.

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2.4.3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen 

yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara 

sistematik (LAN, 2003:5). LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan 

bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan 

kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan 

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan 

kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi 

pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian 

tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan 

harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan 

tingkat kerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja instansi pemerintah ini kemudian 

dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah 

(LAKIP).

LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak disusun 

dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali 

(LAN:2003).
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2.5 Pelayanan Publik

Pelayanan publik disektor pemerintah di Indonesia, termasuk di Kabupaten 

Nunukan, diatur oleh berbagai peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai Bupati Nunukan, ada regulasi yang 

ditetapkan untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik, 

transparan, dan akuntabel. Beberapa aspek yang umumnya diatur dalam Peraturan 

Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar 

Pelayanan Minimal terkait pelayanan publik meliputi:

1. Standar Pelayanan: penetapan standar minimum untuk berbagai jenis 

pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan layanan yang berkulitas.

2. Transparansi dan Akuntabilitas: kewajiban untuk mempublikasikan 

informasi mengenai layanan yang disediakan, termasuk prosedur, biaya, dan 

waktu pelayanan.

3. Partisipasi Masyarakat: mengajak masyarakat untuk memberikan masukan 

terkait pelayanan publik dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan mereka.

4. Pengawasan dan Penanganan Keluhan: membangun sistem untuk mengawasi 

pelaksanaan pelayanan publik dan menyediakan mekanisme bagis 

masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan masukan.

5. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: melaksanakan program pelatihan bagi 

pengawas negeri atau petugas layanan publik agar mereka memiliki 

kompetensi yang memadai.

Menurut Ratminto dalam Izlin (2021:15) “Pelayanan Publik dapat diartikan 

sebagai suatu tindakan baik berupa barang publik maupun pelayanan publik dan
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pada dasarnya dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan dapat 

dipertanggungjawabkan, dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat 

dan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturn perundang-undangan.

Dan menurut Wasitono yang dikutip Hardiyansyah (2018:11) “Pelayanan 

Publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama 

peemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa 

pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat”.

Sementara itu menurut Dwiyanto dalam Isriyani (2021:8) agar dapat 

dikategorikan sebagai Pelayanan Publik maka harus memiliki beberapa kriteria 

antara lain :

1. Barang dan jasa mempunyai eksternalisasi yang bermutu.

2. Penyedia barang dan jasa harus memiliki tujuan.

3. Pelayanan publik dibawah wewenang pemerintah, pemerintah juga berperan 

dan sangat berpengaruh pada proses pelayanan publik.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pelayanan publik yang telah 

dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan 

bentuk aktivitas pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keperluan penerima pelayanan (masyarakat) berdasarkan aturan pokok dan tata cara 

yang telah ditetapkan.

2.5.1 Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Beberapa unnsur penting dalam pelayanan publik menurut Wardhana 

(2022:41) meliputi:
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1. Sasaran Pelayanan: Masyarakat atau publik yang akan dilayani

2. Proses Pelayanan: Tahapan atau prosedur ysng dilalui untuk memberikan 

pelayanan kepada Masyarakat

3. Sumber Daya: Manusia, dana, alat, dan bahan yang digunakan dalam proses 

pelayanan.

4. Standar Pelayanan: Kualitas dan batas waktu yang ditentukan dalam 

memberikan pelayanan.

5. Mekanisme Pengaduan: saluran bagi masyarakat untuk masukan terkait 

pelayanan yang diberikan.

6. Tanggung Jawab: kewajiban dari penyelenggara untuk memberikan 

pelayanan yang berkualitas dan transparan.

2.5.2 Azas-Azas Pelayanan Publik

Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, 

karena itu penyelenggara membutuhkan azas-azas pelayanan (Wardhana, 2022:6). 

Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik,penyediaan pelayanan 

publik harus memperhatikan azas pelayanan publik. Adapun azas pelayanan publik 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik Pasal 4 Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan:

1. Kepentingan umum

2. Kepastian hukum

3. Kesamaan hak

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

5. Keprofesionalan
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6. Partisipatif

7. Persamaan perlakuan/non diskriminatif

8. Transparansi

9. Akuntabilitas

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi keompok rentan

11. Ketepatan waktu

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2.5.3 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip yang 

diatur dalam undang-undang tersebut:

1. Kepastian Hukum: Pelayanan publik harus dilakukan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan harus jelas prisesnya agar 

masyarakat mengetahui hak dan kewajbannya.

2. Transparansi: Informasi mengenai prosedur, baiya, dan waktu pelayanan 

harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar mereka dapat 

mengaksesnya dengan mudah.

3. Akuntabilitas: Setiap penyelenggara pelayanan publik harus bertanggung 

jawab atas hasil dan proses pelayanan yang diberikan, termasuk 

memberikan penjelasan jika ada keluhan dari masyarakat.
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4. Kualitas: Pelayanan publik harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, 

baik dari segi waktu, biaya, maupun hasil. Penyedia layanan harus berupaya 

untuik meningkatkan kualitas layanan.

5. Partisipasi: Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses 

pelayanan, termasuk memberikan masukan atau saran untuk peningkatan 

layanan.

6. Kesetaraan: Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan publik dengan 

perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,atau 

golongan.

7. Responsivitas: Pelayanan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat 

dan permasalahan yang dihadapi, serta cepat dalam menanggapi setiap 

keluhan atau permintaan.

8. Inovasi: Pelayanan publik harus terbuka terhadap inovasi dan perbaikan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan 

kepada masyarakat.

Dengan mengikuti prinsip prinsip tersebut, diharapkan pelayanan publik di 

Indonesia dapat berjalan secara optimal dan memenuhi harapan masyarakat.

2.6 E-KTP

E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. 

Undang-undang ini menetapkan dasar hukum dan kerangka kerja bagi pengelolaan 

data kependudukan serta penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan 

administrasi kependudukan, termasuk penerbitan E-KTP. Beberapa poin penting di
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dalam undang-undang tersebut terkait E-KTP dalam undang-undang tersebut antara 

lain:

1. Tujuan: E-KTP bertujuan untuk memberikan identitas hukum yang jelas 

bagi setiap warga negara indonesia, sekaligus untuk meningkatkan akurasi 

dan integritas data kependudukan.

2. Data Biometrik: E-KTP menggunakan data biometrik, seperti sidik jari dan 

pengenalan wajah, untuk meningkatkan keamanan dan mencegah 

penyalahgunaan.

3. Pendaftaran: Setiap warga negara indonesia yang berusia 17 tahun keatas 

diwajibkan untuk mendaftar dam memiliki E-KTP sebagai identitas diri 

resmi.

4. Sistem Informasi: E-KTP diitegrasikan dalam sistem informasi administrasi 

kependudukan yang dapat diakses oleh instansi pemerintah untuk keperluan 

pelayanan publik.

5. Hak dan Kewajiban: Dalam undang-undang ini, terdapat pengaturan 

mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam hal pengelolaan data 

kependudukan dan keharusan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.

6. Sanksi: Terdapat ketentuan mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang 

melanggar ketentuan terkait administrasi kependudukan dan 

penyalahgunaan data kependudukan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan langkah penting dalam 

memperkuat sistem identitas kependudukan di Indonesia dan mendukung berbagai 

program pemerintah dalam pelayanan publik. Adapun pengertian E-KTP menurut
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Susilo (2013:10) “Kartu tanda penduduk selanjutnya disingkat (KTP) adalah 

identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana 

yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya menurut Aprillia (2017:28) “Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(E-KTP) adalah dokumen kemasyarakatan yang menurut sistem  pengamanan 

atau pengendalian dari segi manajerial atau teknologi informasi berdasarkan 

database kependudukan nasional yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara 

dalam rangka kelancaran administrasi kependudukan. Setiap organisasi penyedia 

layanan diharuskan untuk mengawasi masalah kependudukan dan menerapkan 

serta melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk layanan yang 

diberikannya kepada mereka yang membutuhkan. Kartu identitas yang dibuat 

secara elektronik, baik dalam bentuk fisik maupun digital.”

Pemberlakuan E-KTP ditujukan sebagai upaya untuk menertibkan 

administrasi penduduk di Indonesia agar setiap identitas dan mobilitas penduduk 

dapat tercatat secara jelas dan benar oleh negara. Prosedur proses pembuatan E-

KTP pada hakikatnya sama dengan pembuatan KTP sebelumnya, namun pada 

proses pembuatan E-KTP ini dilengkapi dengan proses pengambilan sidik jari dan 

scan retina mata. Proses ini bertujuan untuk menciptakan data yang bersifat tunggal 

dalam arti setiap orang hanya dengan satu identitas (KTP). Berikut merupakan 

langkah-langkah dalam proses pembuatan E-KTP adalah sebagai berikut sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013:

1. Proses pembacaan biodata: Entri Nomor KK dan NIK

2. Pengambilan foto
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3. Perekaman tanda tangan

4. Perekaman sidik jari

5. Scan retina mata.

2.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu konsep atau pikir peneliti yang logis untuk 

menentukan penelitian dalam menentukan kesimpulan penelitian ini. Yang 

dijelaskan juga oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Uma Sakaran dalam buku Sugiyono (2018:108) “Berpendapat 

bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting.”

Ada pula penjelasan menurut Harbani Pasolong (2016:122) “Menyatakan 

bahwa “Kerangka pikir adalah buatan peneliti sendiri (bukan pembahasan teori atau 

konsep yang diulang), yaitu bagaimana cara peneliti berargumentasi dalam 

menghubungkan variable yang hendak diteliti.”

Selanjutnya menurut Sapto Haryoko dalam Sugiyono (2018:94) 

“Berpendapat bahwa “Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan 

apabila dalam penelitian berkenan dua variabel atau lebih”.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

Kerangka Pikir adalah susunan logika dalam mejelaskan atau memaparkan 

hubungan variable dengan permasalahan yang diidentifikasi. Adapun kerangka 

pikir peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Peneliti 2024

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan.

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik 
Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.

Studi Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi 

Kalimantan Utara

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan 
E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan 

Provinsi Kalimantan Utara.

Fokus Penelitian

Persyaratan terwujudnya akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah (LAN:2003) :

1. Sistem yang dapat menjamin sumber daya 
yang konsisten

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staff 
instansi

3. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan
4. Berorientasi pada visi dan misi
5. Jujur,objektif, transparan dan akurat
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan.

Faktor 
Pendukung

Faktor 
Penghambat



BAB III 

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Setiap penelitian dan penulisan skripsi, tentu saja melalui beberapa tahapan 

yaitu tahapan awal, tahapan pelaksanaan hingga ketahapan penyelesaian, adapun 

mengenai jadwal dan tahapan-tahapan mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan yang 

peneliti lakukan, dimulai dari pengajuan judul sampai dengan mencari data yang 

peneliti perlukan.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:73) “Waktu penelitian adalah tanggal, 

bulan, dan tahun dimana penelitian dilakukan”.

Sedangkan menurut Sugiyono yang dikutip Andi Prastowo (2016:47) 

menjelaskan bahwa “Jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama karena tujuan 

penelitian kualitatif bersifat penemuan”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2017:26) “Tidak ada cara yang mudah untuk 

menentukan berapa lama penelitian kualitatif dilaksanakan. Pada umumnya 

penelitian dilaksanakan dalam tahunan. Tetapi lama penelitian akan bergantung 

pada keberadaan sumber data, interest, dan tujuan penelitian”.

Berdasarkan teori yang dijelaskan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

jadwal penelitian adalah yang berisi tahapan waktu penelitian yang dilakukan dalam 

bentuk tanggal, bulan, tahun. Adapun jadwal penelitian yang peneliti tentukan 

terdiri dari beberapa tahap yaitu:

28
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Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

BulanNo
Kegiatan Oktober 

2023
Januari 
2024

November 
2024

Februari 
2025

April 
2025

1 Observasi

2 Pengajuan Judul

3 Penyusunan Skripsi

4 Penelitian Lapangan

5 Seminar Hasil

6 Ujian Pendadaran

Sumber: dibuat oleh peneliti 2024

3.2 Jenis Penelitian

Menurut Alsa (2014: 45) “Mendefinisikan Penelitian kualitatif sebagai suatu 

interpretatif sederhana yang bersentral pada pengertian atau pemaknaan peneliti 

mengenai masalah tertentu.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2015:347) “Penelitian kualitatif dapat 

diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat post 

positivisme/interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai eksperimen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif telah menekankan makna 

daripada generalisasi”.
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Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2015:6) “Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain 

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, 

dengan metode Deskriptif yaitu menggambarkan dan mengetahui secara mendetail

permasalahan yang diteliti di lapangan.

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong yang dikutip Ari Setiawan (2012:28) “Dalam 

menentukan penelitian terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan 

teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan 

kenyataan yang ada di lapangan, sementara terbentuknya geografis dan praktis, 

seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan 

lokasi penelitian”.

Kemudian menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:73) “Lokasi penelitian 

adalah tempat dimana penelitian dilakukan”.

Selanjutnya menurut Lexy J Moleong (2018:127) “Menjelaskan bahwa dalam 

memilih suatu loaksi penelitian di arahkan oleh suatu teori secara empiris yang 

kemudian dirumuskan ke dalam bentuk data yang bersifat sementara”.
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Dari pendapat diatas disimpulkan lokasi penelitian merupakan, suatu tempat 

atau wilayah dimana sebuah penelitian akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian 

pada penelitian ini yaitu, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada 

di JL. P. Antasari No 20, Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten 

Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

3.4 Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan suatu pemikiran umum yang digunakan 

peneliti untuk menjelaskan atau menggambarkan variabel atau konsep yang ada 

pada penelitian ini.

Menurut Riduwan (2014:36) mengemukakan “Definisi konsepsional adalah 

anggapan dalam penelitian sebagai landasan teori dari pemikiran yang digunakan 

dalam suatu penelitian, yang mana semua hasil, kesimpulan dan kebenarannya 

diterima oleh peneliti”.

Selanjutnya menurut Ulber Silalahi (2014:196) “Mengemukakan 

pendapatnya bahwa “Konseptualisasi ialah suatu abstraksi yang mewakili suatu ide. 

Bagaimana anda dapat mengobservasi atau mengukur sesuatu tanpa mengetahui 

apa yang sedang anda lihat”.

Sedangkan menurut Deddy Mulyani (2015:1) “Berpendapat bahwa “Konsep 

adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, 

peristiwa atau fenomena lainnya.

Menurut Sutisno Hadi (2020:77) yang menyebutkan bahwa “ Definisi 

konsepsional merupakan abstraksi yang terbentuk olrh generalisasi hal-hal khusus”.
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Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi 

konsepsional merupakan pemhaman suatu ide yang membatasi ruang lingkup 

penelitian yang berbentuk abstrak mengenai suatu permasalahan dari adanya 

kejadian yang akan dijelaskan dalam penelitian.

Maka yang menjadi definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah 

Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan 

Utara merupakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dapat terwujud 

dengan baik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan seperti sistem yang dapat 

menjamin penggunaaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas 

peneyelenggaraan negara, adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh instansi 

yang bersangkutan, menunjukkan tingkat pencapain sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta manfaat yang diperoleh, 

jujur objektif transparan dan akurat serta menyajikan keberhasilan dan kegagalan 

dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

3.5 Fokus Penelitian

Menurut Spradly dalam Sugiyono (2014:34) “Dalam mempertajam 

penelitian, penelitian kualitatif menetapkan fokus. Fokus merupakan dominan 

tunggal atau beberapa dominan yang terkait dari situasi sosial”.

Menurut Sugiyono (2015:395) “Fokus penelitian merupakan batasan 

masalah. Karena adanya keterlibatan, baik tenaga, dana dan waktu upaya hasil 

penelitian lebih terfokus, maka penelitian tidak akan melakukan penelitian terhadap
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keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu 

menentukan fokus penelitian”.

Selanjutnya Lexy J. Moleong (2015:97) “Fokus penelitian merupakan 

masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengalaman 

yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”.

Menurut beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, maka 

observasi serta analisis hasil penelitian akan lebih terarah dan mempermudah 

peneliti sebelum melaksanakan observasi.

Fokus penelitian ini sangat penting untuk dijadikan saran dan mengarahkan 

jalannya penelitian. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini yang diuraikan 

sebagai berikut yaitu :

a. Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang 

konsisten.

b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.

c. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi,

e. Jujur, objektif, transparan dan akurat.

f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan.
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3.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda, hal atau orang yang 

dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian yang telah ditetapkan.

Menurut Sugarsimi Arikunto (2013:172) “Sumber data yang dimaksud 

dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh”.

Sedangkan menurut Lofland (dalam buku Lexy J. Moleong, 2016;157) 

“Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan 

hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber 

data tertulis, foto, dan statistik.”

Selanjutnya Sugiyono (2017:104) “Bila diliat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data 

sekunder”.

Dalam suatu penelitian, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi 

pendeskripsian penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu pula penjelasan 

dari mana asal sumber tersebut. Adapun jenis data yang dibutuhkan peneliti dalam 

penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif 

diantaranya.
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3.6.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan suatu sumber data paling utama dalam 

pengumpulan data. Menurut Husein Umar (2013:420 “Data Primer merupakan data 

yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil 

dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2014:187) merupakan bahwa “Sumber data Primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data”.

Adapun menurut Sumadi Suryabrata (2014:39) mengemukakan bahwa “Data 

primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-

petugasnya) dari sumber pertamanya”.

Berdasarkan beberapa teori diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

sumber data primer adalah data langsung yang didapatkan pada penelitian lapangan 

melalui wawancara maupun dokumentasi. Teknik penentuan informasi dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang dimana teknik ini 

mempermudah peneliti dalam menentukan key informan dan informan. Yang 

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :
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Tabel 3.2 Sumber Data Key Informan dan Informan

No Nama Jabatan Pendidikan Keterangan
1 Agustinus 

Palentek, SS
Kepala Dinas S1 Key Informan

2 Wilson SE.,M.A.P Sekretaris S2 Informan
3 Mohammad 

Delvian N.M
Kepala Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaian

S2 Informan

4 Muhammad 
Rizal,S.Kom

Kepala Bidang 
Pemanfaatan Data 
dan Inovasi Layanan

S1
Informan

5 Khairul Staff Dinas Informan
6 Aidah Muslimin Masyarakat yang 

telah mengurus E-
KTP

SMA/SMK Informan

7 Rahman Majid Masyarakat yang 
telah mengurus E-
KTP

SMA/SMK Informan

Sumber : dibuat oleh peneliti 2025

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan, buku- buku 

dan catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan peneliti.

Menurut Sumadi Suryabrata (2014:39) “Data sekunder itu biasanya telah 

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen misalnya data mengenai keadaan 

demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data 

mengenai persediaan pangan suatu daerah dan sebagainya”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2015:187) “Sumber data sekunder adalah 

data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi 

kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan 

dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder 

merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
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misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini akan 

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data menganalisis hasil dari 

penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan 

penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi”.

Menurut Creswell (2016:12) “ Selama penelitian, peneliti juga 

mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif’. Adapun data-data sekunder yang 

berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.

2. Buku-buku Ilmiah.

3. Literatur lainnya seperti Jurnal, Artikel dan Dokumen yang berkaita dengan 

judul penelitian sebagai refrensi untuk peneliti.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara maksimal dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan digunakan teknik pengumpulan data yang tepat agar dapat menjawab 

semua permasalahan yang ada.

Menurut Lexy J. Moleong (2014:58) “Teknik pengumpulan data adalah cara 

atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2014;308) ”Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa
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teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang 

ingin dipecahkan.”

Menurut Sugiyono (2017;224) “Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data yang ditetapkan”.

Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dilakukan 

dengan cara yaitu :

1. Observasi

Menurut Nasution yang dikutip (Sugiyono, 2014;309) menyatakan bahwa, 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi.

Menurut Sugiyono (2016:226)“Observasi adalah dasar semuapengetahuan 

para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi”.

Menurut Johnsin (2021:58) “setiap orang dapat melakukan observasi dari 

bentuk sederhana sampai pada tingkatan observasi paling komplek”.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa 

observasi yaitu pengumpulan data yang melakukan pengamatan yang cermat dan 

terinci mengenai keadaan lapangan yang diteliti, digunakan untuk merekam data-

data primer berupa peristiwa atau situasi sosial tertentu pada lokasi penelitian yang
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berhubungan dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-

KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi 

Kalimantan Utara.

2. Wawancara

Menurut Esterberg yang dikutip (Sugiyono, 2014:316) “Wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

Menurut Nanang Martono (2015:362) “ Wawancara adalah metode 

pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada 

informan”.

Dan selanjutnya menurut Sugiyono (2016:137) “Wawancara adalah 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pendahuluan 

untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti”.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa 

wawancara yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan berkomunikasi langsung dan melakukan Tanya jawab kepada key informan 

dan informan untuk mendapatkan keterangan dan informasi dalam mengumpulkan 

data melalui wawancara ini, peneliti melakukan berdasarkan indikator yang telah 

ditentukan.

3. Dokumentasi

Menurut Burhan Bungin (2014:124) “Metode dokumenter adalah salah satu 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial”.
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Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:69) mengatakan 

“Teknik pengummpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen.”

Menurut Sugiyono (2018:476) “Dokumentasi adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang 

dapat mendukung penelitian”.

Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk 

menelusuri data historis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Untuk mendapatkan pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen sebagai sumber data seperti foto atau gambar, penggunaan ini dapat 

dijadikan bahan untuk mengecek kesesuaian data dan merupakan bahan utama 

dalam penelitian serta berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Studi 

Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik dalam Pembuatan E-KTP di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan 

Utara.

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan hasil dari observasi, 

wawancara dan dokumentasi dari responden atau sumber data lainnya terkumpul.

Menurut Sugiyono (2015:244) mengatakan bahwa “Analisis adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara,
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catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri dan orang lain”.

Berdasarkan Lexy J. Moleong (2016:280) menyatakan bahwa “Analisis data 

adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Sedangkan Spradley dalam Sugiyono (2017:224), “Berpendapat bahwa 

analisis dalam penelitian apapun adalah merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan 

dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, 

hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan”.

1) Pengumpulan Data (Data Collecting)

Menurut Miles Huberman yang dikutip Sugiyono (2014:334) “Analisis data 

dalam kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa 

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai 

tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap valid”.
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2) Reduksi Data (Data Reduction)

Menurut Miles Huberman yang dikutip Sugiyono (2014:334) “Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data 

yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya 

bila diperlukan. Reduksi data dapat dibentuk dengan peralatan elektronik 

seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek- aspek tertentu”.

3) Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian 

singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles 

Huberman yang dikutip Sugiyono (2014:339) “Dalam melakukan penyajian 

data, selain dari teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matriks, jaringan 

kerja (network) dan chat”. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclution drawing/Verification)

Menurut Miles Huberman yang dikutip Sugiyono (2017:141) adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. “Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal tahap didukung oleh bukti-
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bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang valid.

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman yang dikutip (Sugiyono 2014:335).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan profil data kependudukan Kabupaten Nunukan (2024), secara 

geografis Kabupaten Nunukan terletak pada 115 0 33” - 118 0 3" Bujur Timur dan

03 0 15”00” - 04 0 24”55” Lintang Utara merupakan wilayah paling Utara dari

provinsi Kalimantan Utara. Posisinya yang berbatasan langsung dengan negara 

Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta 

lalu lintas anatar Negara.

Batas-batas wilayah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Malaysia Timur, Serawak

2. Sebelah Utara : Malaysia Timur, Sabah

3. Sebelah Timur : Selat Makasar dan Laut Sulawesi

4. Sebelh Selatan : Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau

Luas wilayah Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten terbesar ketiga 

setelah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara 

dengan luas ± 14.247,50 km² yang terdiri dari 21 Kecamatan, 232 Desa, dan 8 

Kelurahan.
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4.1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan berdasarkan data kependudukan 

bersih pada tahun 2023 sebesar 217.923 jiwa yang terdiri dari 115.669 jiwa laki-

laki dan 102.254 jiwa perempuan yang tersebar di 21 kecamatan. Jumlah persebaran 

penduduk Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Sebatik 3.865 3.499 7.364
2 Nunukan 39.260 33.665 72.925
3 Sembakung 3.544 3.254 6.798
4 Lumbis 3.531 3.204 6.735
5 Krayan 1.867 1.680 3.547
6 Sebuku 6.510 5.561 12.071
7 Krayan Selatan 757 695 1.452
8 Sebatik Barat 6.743 6.145 12.888
9 Nunukan Selatan 13.413 12.134 25.547
10 Sebatik Timur 7.712 7.318 15.030
11 Sebatik Utara 4.256 4.022 8.278
12 Sebatik Tengah 4.679 4.309 8.988
13 Sei Menggaris 5.962 4.833 10.795
14 Tulin Onsoi 6.075 5.187 11.262
15 Lumbis Ogong 1.562 1.427 2.989
16 Sembakung Atulai 1.155 1.127 2.282
17 Krayan Tengah 574 489 1.063
18 Krayan Timur 828 730 1.558
19 Krayan Barat 1.616 1.412 3.028
20 Lumbis Pansiangan 784 703 1.487
21 Lumbis Hulu 407 403 810

Jumlah 115.669 102.254 217.923
Sumber: Data Kependudukan Kabupaten Nunukan, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah penduduk di 

Kabupaten Nunukan adalah 217.923 jiwa, terdiri dari 115.669 laki-laki dan 102.254 

perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Nunukan 

(72.925 jiwa), sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah 

Lumbis Hulu (810 jiwa). Tabel 4.1 juga menunjukkan bahwa sex ratio Kabupaten
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Nunukan pada tahun 2023 adalah 113,1 (115.669/102.254 x 100), yang berarti 

terdapat sekitar 113 laki-laki untuk setiap 100 perempuan atau jumlah laki-laki 

lebih banyak dibandingkan perempuan di Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok 
Umur

Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 0-4 8.919 8.238 17.157
2 5-10 10.702 10.045 20.747
3 10-14 11.254 10.498 21.752
4 15-19 6.988 6.673 13.661
5 20-24 10.721 9.771 20.492
6 25-29 10.485 8.792 19.277
7 30-34 9.292 8.063 17.355
8 35-39 9.204 8.197 17.401
9 40-44 9.583 8.205 17.788
10 45-49 8.352 7.115 15.467
11 50-59 7.332 6.023 13.355
12 60-64 5.035 4.101 9.136
13 65-69 3.380 2.730 6.110
14 70-74 1.992 1.673 3.665
15 75 1.147 941 2.088

Total 115.669 102.254 217.923
Sumber: Data Kependudukan Kabupaten Nunukan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa kelompok usia dengan jumlah 

penduduk terbanyak adalah 10-14 tahun (21.752 jiwa). Kelompok usia dengan 

jumlah penduduk paling sedikit adalah 75 tahun ke atas (2.088 jiwa). Selain itu, 

setiap kelompok umur menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan 

perempuan, dimana selisih terbesar terjadi pada kelompok 25-29 tahun dengan 

perbedaan 1.693 jiwa.
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Tabel 4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Jenis KelaminNo Agama

Laki-
Laki

Perempuan

Jumlah Persentase 
(%)

1 Islam 85.451 75.798 161.249 73,99
2 Kristen 19.183 17.442 36.625 16,81
3 Katholik 10.875 8.862 19.737 9,06
4 Hindu 33 31 64 0,03
5 Budha 93 88 181 0,08
6 Konghucu 32 32 63 0,03
7 Kepercayaan Terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa
2 2 4 0,002

Sumber: Data Kependudukan Kabupaten Nunukan, 2023

Berdasarkan tabel 4.1.3, mayoritas penduduk menganut agama Islam dengan 

jumlah 161.249 jiwa atau 73,99% dari total populasi. Islam menjadi agama dengan 

jumlah penganut terbanyak baik pada laki-laki (85.451 jiwa) maupun perempuan 

(75.798 jiwa). Selain itu, agama Kristen dan Katolik menjadi kelompok minoritas 

terbesar, dengan jumlah penganut masing-masing 36.625 jiwa (16,81%) dan 19.737 

jiwa (9,06%). Sementara itu, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu memiliki 

jumlah penganut yang jauh lebih kecil, masing-masing hanya 64 jiwa (0,03%), 181 

jiwa (0,08%), dan 63 jiwa (0,03%). Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

memiliki jumlah penganut paling sedikit, yaitu 4 jiwa (0,002%).
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Tabel 4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No

Kecamatan
Belum/T 

idak 
Bekerja

Aparatu 
r/ 

Pejabat

Tenaga 
Pengaja 

r

Wiraswa 
sta

Pertania 
n/ 

Peternak 
an

Nelayan

1 Sebatik 2.297 119 23 775 718 3.908
2 Nunukan 20.276 2.516 161 10.992 2.678 659
3 Sembakung 1.868 234 26 992 887 65
4 Lumbis 2.341 238 40 1.267 986 90
5 Krayan 898 211 22 367 587 9
6 Sebuku 4.227 197 41 1.336 1.584 32
7 Krayan 

Selatan 408 78 12 124 138 24

8 Sebatik Barat 1.370 75 19 1.095 1.103 261
9 Nunukan 

Selatan 8.343 916 98 5.012 1.073 70

10 Sebatik Timur 1.680 82 21 1.038 822 332
11 Sebatik Utara 1.470 82 18 1.016 1.038 813
12 Sebatik 

Tengah 2.481 86 24 1.535 1.533 832

13 Sei Menggaris 4.035 190 31 1.313 1.152 383
14 Tulin Onsoi 3.403 163 21 1.743 1.159 9
15 Lumbis 

Ogong 1.191 42 5 640 585 1

16 Sembakung 
Atulai 316 15 3 186 166 1

17 Krayan 
Tengah 412 101 5 138 138 1

18 Krayan Timur 418 105 8 136 144 2
19 Krayan Barat 314 100 5 136 136 1
20 Lumbis 

Pansiangan 346 42 5 210 176 1

21 Lumbis Hulu 316 44 5 38 76 1
Jumlah 66.652 6.090 881 39.048 19.952 7.816

Sumber: Data Kependudukan Kabupaten Nunukan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa di Kabupaten Nunukan 

jumlah penduduk yang belum atau tidak bekerja mencapai 66.652 jiwa. Sementara 

itu, sektor wiraswasta menempati urutan kedua dengan 39.048 jiwa. Sektor 

pertanian dan peternakan juga cukup dominan dengan 19.952 jiwa, yang tersebar 

di berbagai kecamatan. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja di sektor nelayan relatif
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lebih sedikit, yaitu 7.816 jiwa, dengan konsentrasi tertinggi di kecamatan Sebatik 

Utara dan Sebatik Tengah. Selain itu, terdapat 6.090 aparatur atau pejabat 

pemerintahan, yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan jumlah terbesar berada 

di Nunukan (2.516 jiwa). Sementara itu, jumlah tenaga pengajar relatif kecil, hanya 

881 jiwa, yang menandakan keterbatasan tenaga pendidik di wilayah tersebut.

Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Laki-Laki 
(n)

Perempuan 
(n)

Jumlah 
(n)

1 Tidak/Belum Sekolah 33.525 31.327 64.852
2 Belum Tamat SD/Sederajat 19.973 16.841 36.814
3 Tamat SD/Sederajat 24.759 22.710 47.469
4 SLTP Sederajat 13.323 11.894 25.217
5 SLTA Sederajat 19.194 14.226 33.420
6 Diploma IV 366 364 730
7 Akademi/Dipl. I/II 759 1.303 2.062
8 Diploma III/Strata I 3.569 3.423 6.992
9 Strata II 198 178 376
10 Strata III 2 1 3

Total 115.669 102.254 217.923
Sumber: Data Kependudukan Kabupaten Nunukan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di 

Kabupaten Nunukan masih didominasi oleh kelompok yang tidak atau belum 

sekolah, dengan jumlah 64.852 jiwa. Selain itu, terdapat 36.814 jiwa yang belum 

tamat SD/sederajat. Kelompok penduduk yang telah menamatkan SD/sederajat 

berjumlah 47.469 jiwa, sedangkan yang menyelesaikan SLTP/sederajat sebanyak

25.217 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk yang menamatkan SLTA/sederajat 

adalah 33.420 jiwa, yang menjadi kelompok terbesar setelah tingkat SD.

Pada jenjang pendidikan tinggi, jumlah penduduk yang menyelesaikan 

Diploma III atau Strata I mencapai 6.992 jiwa, sedangkan yang menamatkan 

Diploma IV sebanyak 730 jiwa. Kelompok lulusan Akademi/Diploma I/II
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berjumlah 2.062 jiwa. Adapun jumlah lulusan Strata II (magister) masih relatif 

kecil, hanya 376 jiwa, dan lulusan Strata III (doktor) sangat sedikit, yakni hanya 3 

jiwa.

4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Nunukan

Disdukcapil Kabupaten Nunukan memiliki tugas utama dalam 

penyelenggaraan administrasi kependudukan serta pencatatan sipil di wilayah 

Kabupaten Nunukan. Tugas ini mencakup pelayanan pencatatan dokumen 

kependudukan, pengelolaan data penduduk, serta koordinasi dengan instansi terkait 

dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Selain itu, fungsi 

lain dari Disdukcapil Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut.

1. Pelayanan administrasi kependudukan

a. Penerbitan dokumen kependudukan seperti KK, KTP, dan akta 

kelahiran.

b. Pelayanan perubahan data kependudukan, seperti perubahan nama, 

alamat, atau status perkawinan.

c. Pengelolaan dan pemutakhiran data kependudukan secara berkala.

2. Pencatatan sipil

a. Pendaftaran dan pencatatan peristiwa kependudukan, seperti 

kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian.

b. Penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta 

perceraian.
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c. Koordinasi dengan lembaga terkait dalam pencatatan status 

kependudukan.

3. Pengelolaan data kependudukan

a. Pemeliharaan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK).

b. Penyediaan data kependudukan untuk keperluan perencanaan 

pembangunan dan pelayanan publik.

c. Penyajian laporan statistik kependudukan kepada pemerintah daerah 

dan pusat.

4. Koordinasi dan pengawasan administrasi kependudukan

a. Bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam 

pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan.

b. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya 

dokumen kependudukan.

c. Pengawasan terhadap keabsahan dan keakuratan dokumen 

kependudukan.

4.3. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Nunukan

Disdukcapil secara khusus tidak memiliki visi dan misi, sebab merujuk pada 

visi dan misi kepala daerah. Oleh karenanya, visi utamanya adalah “Terwujudnya 

Provinsi Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju dan Sejahtera”. Sementara, misi 

utamanya antara lain:
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1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata 

Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara 

profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang 

berbasiskan kinerja.

3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, 

kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan 

berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan.

4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan 

nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, 

secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap 

dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, 

pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan 

mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan 

pembangunan.

6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi 

kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan 

berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, 

industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan 

infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan 

konektivitas antar kabupaten/kota.



53

7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan 

berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan 

di provinsi Kalimantan Utara.

8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi 

terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah.

9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam 

pembangunan.

10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan 

melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.

12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis 

di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal 

masing-masing Kabupaten/Kota.

13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam 

upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan 

Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai 

kemampaun APBD setiap Tahun.

14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi 

Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota 

Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo 

Kayan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pasal 35,
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Disdukcapil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya, Disdukcapil 

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil di wilayahnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah. Pelaksanaan tugas ini didasarkan pada asas otonomi, yang 

berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan di bidang tersebut.

4.4. Keadaan Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Nunukan

Disdukcapil Kabupaten Nunukan memiliki struktur organisasi yang terdiri 

dari berbagai jabatan strategis dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

Instansi ini memiliki struktur yang hierarkis dengan posisi tertinggi ditempati oleh 

Kepala Dinas, diikuti oleh Sekretaris Dinas yang berperan dalam koordinasi 

administratif. Selain itu, terdapat beberapa kepala bidang (Kabid) dan kepala 

subbagian (Kasubag) yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu. Selain 

itu, SDM di Disdukcapil Kabupaten Nunukan terdiri dari pegawai dengan latar 

belakang pendidikan.

Tabel 4.4.1 Keadaan SDM Disdukcapil Kabupaten Nunukan Berdasar 
Pendidikan

No Jabatan Latar Belakang Pendidikan
1 Kepala Dinas Sarjana Sastra (SS)/S1
2 Sekretaris Dinas Magister Administrasi Publik/S2
3 Kasubag Keuangan Ahli Madya/D3
4 Kasubag Umum dan Kepegawaian Magister Manajemen/S2
5 Kabid Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk
Sarjana Ekonomi/S1
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No Jabatan Latar Belakang Pendidikan
6 Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Sarjana Hukum/S1
7 Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi 

Pelayanan
Sarjana Komputer/S1

8 Analis Kebijakan Ahli Muda S1 dan S2
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Nunukan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa latar belakang pendidikan pejabat 

di Disdukcapil Kabupaten Nunukan beragam, mulai dari tingkat Diploma (D3), 

Sarjana (S1), hingga Magister (S2). Selain itu, diketahui bahwa sebagian besar 

pejabat struktural memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang menunjukkan status 

mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Golongan/ruang setiap pegawai 

adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4.2 Golongan/Ruang Pegawai Disdukcapil Kabupaten Nunukan

No Jabatan Golongan/Ruang
1 Kepala Dinas Pembina Utama Muda/IVC
2 Sekretaris Dinas Pembina Muda/IVB
3 Kasubag Keuangan Penata Tingkat 1/III D
4 Kasubag Umum dan Kepegawaian Penata Tingkat 1/III D
5 Kabid Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk
Pembina/IVA

6 Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Pembina/IVA
7 Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi 

Pelayanan
Pembina/IVA

8 Analis Kebijakan Ahli Muda Penata Tingkat 1/III D
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Nunukan, 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa golongan dan ruang jabatan di 

Disdukcapil Kabupaten Nunukan bervariasi, dengan mayoritas pejabat berada pada 

golongan III dan IV. Jabatan tertinggi, yaitu Kepala Dinas, berada pada golongan 

Pembina Utama Muda (IVC). Sementara itu, Sekretaris Dinas berada di golongan 

Pembina Muda (IVB), yang satu tingkat di bawah Kepala Dinas. Tiga kepala 

bidang, memiliki golongan yang sama, yaitu Pembina (IVA). Sementara itu,
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Kasubag serta Analis Kebijakan Ahli Muda berada pada golongan Penata Tingkat 

1 (III D).

4.5. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Nunukan

Struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Nunukan diatur di dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2021. Pada peraturan 

tersebut, struktur organisasi diisi oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kasubag 

Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kabid Pelayanan Pendafataran 

Penduduk, Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil, Kabid Pemanfaatan Data dan 

Inovasi Pelayanan, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 

Analis Kebijakan Ahli Muda, serta Perencana Ahli Pertama. Gambaran lengkap 

struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.
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Tugas pokok dan fungsi setiap unsur yang ada di Disdukcapil Kabupaten 

Nunukan adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas. Bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan, 

koordinasi, serta pelaksanaan tugas di Disdukcapil Kabupaten Nunukan.

2. Sekretaris Dinas. Bertanggung jawab untuk mengoordinasikan 

administrasi, perencanaan, dan pelaksanaan program kerja di lingkungan 

dinas.

3. Kasubag Keuangan. Bertanggung jawab untuk pengelolaan anggaran, 

penyusunan laporan keuangan, serta memastikan penggunaan dana yang 

efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kasubag Umum dan Kepegawaian. Bertanggung jawab untuk 

pengelolaan administrasi umum, sarana dan prasarana kantor, serta urusan 

kepegawaian seperti rekrutmen, mutasi, dan pengembangan SDM di 

lingkungan Disdukcapil.

5. Kabid Pelayanan Pendafataran Penduduk. Bertanggung jawab untuk 

menangani pendaftaran penduduk, termasuk penerbitan dokumen 

kependudukan seperti KTP, KK, dan surat pindah.

6. Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil. Bertanggung jawab dalam 

pencatatan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, perkawinan, 

perceraian, dan kematian.

7. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Bertanggung jawab atas 

pengelolaan, pemanfaatan, dan analisis data kependudukan guna
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meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan serta 

mengembangkan inovasi pelayanan publik.

8. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Bertanggung 

jawab untuk mengelola sistem informasi kependudukan yang mendukung 

administrasi serta memastikan keamanan dan validitas data yang 

digunakan dalam berbagai layanan Disdukcapil.

9. Analis Kebijakan Ahli Muda. Bertanggung jawab untuk penyusunan, 

pengkajian, serta evaluasi kebijakan terkait administrasi kependudukan 

guna meningkatkan efektivitas layanan dan tata kelola pemerintahan.

10. Perencana Ahli Pertama. Bertanggung jawab untuk penyusunan rencana 

strategis dan kebijakan jangka panjang Disdukcapil agar layanan 

administrasi kependudukan dapat berjalan dengan lebih efisien dan 

terarah.

4.6. Penyajian Data Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian merupakan hasil wawancara yang diperoleh dari 

penelitian lapangan terhadap narasumber yang sudah ditentukan. Bagian ini peneliti 

membahas mengenai hasil penelitian dari narasumber dilapangan mengenai 

akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan e-ktp di dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan 

Utara.

4.6.1 Sistem yang dapat menjamin sumber daya yang konsisten

E-KTP adalah dokumen kemasyarakatan yang menurut sistem pengamanan 

atau pengendalian dari segi manajerial atau teknologi informasi berdasarkan
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database kependudukan nasional yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara 

dalam rangka kelancaran administrasi kependudukan. Oleh karenanya, 

implementasi e-KTP perlu dilakukan dengan sistem digital, sebab seluruh data yang 

ditampilkan di dalam KTP dapat diintegrasikan dan diverifikasi secara otomatis 

melalui database kependudukan nasional. Dengan sistem digital, e-KTP dapat 

memastikan keakuratan data, mencegah duplikasi, serta meningkatkan efisiensi 

dalam pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, penggunaan teknologi 

informasi memungkinkan pemantauan dan pembaruan data secara real-time.

Implementasi e-KTP dengan basis sistem digital salah satunya telah 

diterapkan di Disdukcapil Kabupaten Nunukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

hasil wawancara bersama Agustinus Palantek selaku Kepala Dinas Disdukcapil 

sebagai berikut.

1. Apakah di Dinas bapak ada sistem yang khusus mengelola atau mengerjakan 

tentang pelayanan pembuatan E-KTP? “Dalam rangka menjamin dimilikinya e-

KTP oleh seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, dinas yang dinaunginya 

telah menerapkan sistem digital khusus tanpa ada proses manual dalam 

pembuatanya” (Sumber: Wawancara 7 Januari 2025).

2. Apakah sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas 

mencukupi untuk mendukung sistem pelayanan pembuatan E-KTP?

“Kalau berbicara sumber daya, manusianya masih kurang. Kalau dari segi 
peralatan mencukupi, tapi kita perlu evaluasi setiap tahun agar penambahan 
perangkat baru. Terkait SDM, ya kita saat ini memanfaatkan yang ada saja 
dan pelayanan juga tetap maksimal” (Sumber: Wawancara 7 Januari 2025).

3. Bagaimana instansi menjamin ketersediaan sumber daya yang konsisten dalam 

pelayanan pembuatan E-KTP? “Kita mengusahakan dengan memperbaiki SDM
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nya. Selain itu, untuk kelancaran pelayanan, kita juga melakukan pemerliharaan 

peralatan setiap tahunya” (Sumber: Wawancara 7 Januari 2025).

Pernyataan dari key informan ini mengindikasikan bahwa proses penerbitan 

e-KTP di Kabupaten Nunukan telah sepenuhnya terdigitalisasi, tanpa keterlibatan 

proses manual. Kondisi demikian menunjukkan bahwa telah ada sistem yang 

terintegrasi dengan database kependudukan nasional, di mana setiap tahapan mulai 

dari perekaman data, verifikasi, hingga pencetakan dilakukan secara otomatis 

menggunakan teknologi informasi. Peneliti menemukan juga bahwa terdapat 

keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM), namun Disdukcapil Kabupaten 

Nunukan tetap berusaha memberikan pelayanan yang maksimal dengan 

memanfaatkan tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, meskipun peralatan saat ini 

dianggap mencukupi, evaluasi tahunan tetap diperlukan untuk memastikan adanya 

pembaruan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan.

Terkait dengan sistem e-KTP, peneliti juga bertanya pada Wilson (informan) 

selaku Sekretaris Disdukcapil. Paparan pertanyaan dan jawaban dapat dilihat pada 

poin berikut.

1. Apakah di Dinas bapak ada sistem yang khusus mengelola atau mengerjakan 

tentang pelayanan pembuatan E-KTP? “Sistem tersebut diberi nama SIAK atau 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” (Sumber: Wawancara 24 

Desember 2024).

2. Apakah sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas 

mencukupi untuk mendukung sistem pelayanan pembuatan E-KTP? “Secara
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umum mencukupi meskipun belum sempurna. Kiat punya SDM hingga alat” 

(Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

3. Bagaimana instansi menjamin ketersediaan sumber daya yang konsisten dalam 

pelayanan pembuatan E-KTP? “Kalau SDM ya kita latih secara konsisten. 

Kalau selama ini, SDM E-KTP secara keseluruhan dilatih secara berkala agar 

bekerjanya konsisten” (Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

Keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan E-

KTP di instansi terkait telah didukung oleh sistem khusus bernama Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Meskipun sumber daya yang 

tersedia, seperti tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas, dianggap cukup, namun masih 

terdapat ruang untuk penyempurnaan. Selain itu, instansi memastikan konsistensi 

dan kualitas SDM dalam pelayanan dengan melakukan pelatihan secara berkala 

bagi petugas yang menangani E-KTP. Hal ini mencerminkan adanya upaya 

berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi 

kependudukan.

Peneliti lebih lanjut mewawancara Delvian selaku Kasubag Umum dan 

Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Nunukan. Hasil wawancara adalah sebagai 

berikut.

1. Apakah di Dinas bapak ada sistem yang khusus mengelola atau mengerjakan 

tentang pelayanan pembuatan E-KTP? “Ada, sistemnya SIAK dan alatnya itu 

komputer serta alat cetak dan dikelola bidang PIAK” (Sumber: Wawancara 24 

Desember 2024).
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2. Apakah sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas 

mencukupi untuk mendukung sistem pelayanan pembuatan E-KTP? “Untuk 

saat ini mencukupi, namun kita selalu berusaha untuk memperbaharui, baik dari 

SDM maupun peralatan” (Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

3. Bagaimana instansi menjamin ketersediaan sumber daya yang konsisten dalam 

pelayanan pembuatan E-KTP? “Cara kami adalah dengan melalui pemeliharaan 

peralatan” (Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

Hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa Disdukcapil Kabupaten 

Nunukan telah memiliki sistem khusus dalam pelayanan pembuatan E-KTP, yaitu 

SIAK, yang dikelola oleh bidang PIAK. Selain itu, sumber daya yang tersedia, 

seperti tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas, dianggap cukup untuk mendukung 

pelayanan, meskipun tetap ada upaya pembaruan secara berkala untuk 

meningkatkan kualitas layanan. Untuk menjamin ketersediaan sumber daya secara 

konsisten, instansi melakukan pemeliharaan peralatan sebagai langkah strategis 

dalam menjaga efektivitas operasional.

Proses wawancara dilakukan pula dengan Muhammad Rizal selaku Kabid 

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dimana hasil wawancaranya adalah 

sebagai berikut.

1. Apakah di Dinas bapak ada sistem yang khusus mengelola atau mengerjakan 

tentang pelayanan pembuatan E-KTP? “Secara khusus ada. Bahkan ada bidang 

khusus, yakni PIAK” (Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

2. Apakah sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas 

mencukupi untuk mendukung sistem pelayanan pembuatan E-KTP? “Sudah
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cukup, karena telah dapat melayani masyarakat dengan baik” (Sumber: 

Wawancara 18 Desember 2024).

3. Bagaimana instansi menjamin ketersediaan sumber daya yang konsisten dalam 

pelayanan pembuatan E-KTP? “Kita didukung oleh anggaran, bimbingan teknis 

secara berkala, dan alat” (Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa di lingkungan Dinas 

terdapat sistem dan struktur organisasi khusus, yaitu bidang PIAK, yang menangani 

pelayanan pembuatan E-KTP. Sumber daya yang tersedia (tenaga kerja, peralatan, 

dan fasilitas) dinilai sudah cukup memadai sehingga pelayanan dapat berjalan 

dengan baik. Selain itu, konsistensi ketersediaan sumber daya dijamin melalui 

dukungan anggaran, bimbingan teknis secara berkala, dan pemenuhan alat yang 

diperlukan.

Proses wawancara kemudian dilakukan pada Khairul selaku staff Disdukcapil 

Kabupaten Nunukan. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

1. Apakah di Dinas bapak ada sistem yang khusus mengelola atau mengerjakan 

tentang pelayanan pembuatan E-KTP? “Ada, ditangani operator utama” 

(Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

2. Apakah sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas 

mencukupi untuk mendukung sistem pelayanan pembuatan E-KTP? “Masih 

kurang, karena jaringan kita lambat sehingga proses cetak menjadi lambat” 

(Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).
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3. Bagaimana instansi menjamin ketersediaan sumber daya yang konsisten dalam 

pelayanan pembuatan E-KTP? “Kita menjamin ketersediaan blangko dan selal 

u diikutkan pada pelatihan” (Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem pelayanan pembuatan 

E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Nunukan telah ditangani oleh operator utama. 

Namun, terdapat kendala dalam sumber daya, terutama pada aspek jaringan yang 

lambat, yang menyebabkan proses pencetakan E-KTP menjadi terhambat. 

Meskipun demikian, instansi tetap berupaya menjamin ketersediaan sumber daya 

dengan memastikan stok blangko selalu tersedia serta mengikutsertakan petugas 

dalam pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan dan efisiensi kerja.

Wawancara lebih lanjut kemudian dilakukan pada Aidah Muslimin selaku 

masyarakat yang menerima layanan. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

1. Apakah instansi ini telah jujur, objektif, transparan dan akurat dalam melakukan 

pelayanan E-KTP? “Kalau menurut saya sudah objektif, jujur, dan transparan 

dalam mengelola dokumen masyarakat” (Sumber: Wawancara 18 Desember 

2024).

2. Apakah selama melakukan pelayanan E-KTP terdapat keberhasilan? “Iyah 

berhasil” (Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

3. Apakah selama melakukan pelayanan E-KTP terdapat kegagalan? “Sejauh ini 

tidak” (Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

Wawancara pada masyarakat dilakukan juga kepada Rahman Majid dengan 

hasil sebagai berikut.
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1. Apakah instansi ini telah jujur, objektif, transparan dan akurat dalam melakukan 

pelayanan E-KTP? “Iyah sangat” (Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

2. Apakah selama melakukan pelayanan E-KTP terdapat keberhasilan? “Iyah 

berhasil” (Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

3. Apakah selama melakukan pelayanan E-KTP terdapat kegagalan? “Sejauh ini 

tidak ada kegagalan” (Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan E-KTP 

di Disdukcapil Kabupaten Nunukan telah berjalan dengan baik, transparan, 

objektif, dan akurat dalam mengelola dokumen masyarakat. Masyarakat yang 

menerima layanan merasa bahwa proses pembuatan E-KTP telah berhasil tanpa 

mengalami kegagalan. Hal ini mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap 

layanan yang diberikan serta menunjukkan bahwa sistem pelayanan yang 

diterapkan sudah cukup efektif dan dapat diandalkan.

4.6.2 Komitmen dari Pimpinan dan seluruh Staff instansi

Implementasi e-KTP selain harus didukung oleh SDM dan alat yang 

memadai, juga perlu didukung oleh adanya komitmen dari pimpinan dan staff. Hal 

ini penting, karena komitmen dari pimpinan dan staf berperan dalam memastikan 

kelancaran proses administrasi, peningkatan kualitas layanan, serta keberlanjutan 

sistem digital yang telah diterapkan. Tanpa adanya komitmen yang kuat, berbagai 

kendala tidak dapat ditangani secara efektif. Berkenaan dengan komitmen pimpinan 

dan staff, Agustinus Palantek selaku Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten 

Nunukan memaparkannya sebagai berikut.
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1. Bagaimana bentuk komitmen yang dilakukan pimpinan dan staf dalam 

meningkatkan pelayanan?

“Kita kan sudah ada standar pelayanan. Jadi hal ini jadi pegangan kita agar 
memberikan layanan yang maksimal. Kemudian, pada seluruh pelaksana, 
saya selalu menekankan agar bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
Kita juga tidak memungut biaya pada setiap pelayanan yang diberikan sebab 
dokumen e-KTP itu adalah hak warga negara” (Sumber: Wawancara 7 
Januari 2025).

2. Apakah pimpinan menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan 

pelayanan E-KTP? “Ya, kalau pimpinan pas punya komitmen ini. Tidak boleh 

ada diskriminasi, harus cepat, dan tepat” (Sumber: Wawancara 7 Januari 2025).

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh staf dalam mendukung komitmen 

pelayanan berkualitas? “Dukungan staf itu ya bekerja dengan sepenuh hati dan 

tanpa pamrih. Kalau ada staff yang menyalahgunakan kewenangan, ya kita beri 

peringatan” (Sumber: Wawancara 7 Januari 2025).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dan staf dalam 

meningkatkan pelayanan E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Nunukan sangat kuat 

dan terarah. Hal ini terlihat dari penerapan standar pelayanan yang menjadi 

pedoman utama dalam memberikan layanan maksimal. Selain itu, pimpinan 

menegaskan pentingnya pelayanan yang cepat, tepat, tanpa diskriminasi, dan tanpa 

pungutan biaya, karena e-KTP merupakan hak setiap warga negara. Di sisi lain, staf 

mendukung komitmen ini dengan bekerja secara profesional, sepenuh hati, dan 

tanpa pamrih. Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, 

mekanisme pengawasan juga diterapkan, termasuk pemberian peringatan bagi staf 

yang menyalahgunakan kewenangan.



67

Wawancara lebih lanjut mengenai komitmen pimpinan dan staf dilakukan 

bersama Wilson selaku Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Nunukan. Hasil 

wawancara terhadapnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk komitmen yang dilakukan pimpinan dan staf dalam 

meningkatkan pelayanan?

“Semua staff dan pimpinan harus memegang prinsip pelayan masyarakat. 

Selain itu, ada prinsip bahwa masyarakat yang datang ke disdukcapil adalah 

seseorang yang mengambil hak nya, bukan konsumen” (Sumber: Wawancara 

24 Desember 2024).

2. Apakah pimpinan menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan 

pelayanan E-KTP? “Iyah harus kuat, karena jika tidak kuat pelayanan akan 

mandeg. Kalau dulu bisa 2 hari, kalau sekerang pelayanan e-KTP bisa 1 hari 

bahkan kalau cetak hanya 1 menit” (Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh staf dalam mendukung komitmen 

pelayanan berkualitas? “Walaupun dalam tahap paripurna, staff sudah 

mendukung dan berjalan cukup lancar” (Sumber: Wawancara 24 Desember 

2024).

Keterangan demikian menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dan staf 

dalam meningkatkan pelayanan E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Nunukan sangat 

kuat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pimpinan dan staf 

mengedepankan prinsip bahwa masyarakat yang datang ke Disdukcapil adalah 

warga yang menuntut haknya, bukan sekadar konsumen, sehingga pelayanan harus 

diberikan dengan optimal dan tanpa hambatan. Selain itu, komitmen pimpinan yang 

kuat sangat berperan dalam mempercepat pelayanan, terlihat dari peningkatan
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efisiensi proses pembuatan E-KTP yang awalnya memakan waktu dua hari, kini 

dapat diselesaikan dalam satu hari atau bahkan hanya dalam satu menit untuk 

pencetakan.

Proses wawancara lanjutan mengenai hal ini dilakukan pada Delvian selaku 

Kasubag Umum dan Kepegawaian, dengan hasil sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk komitmen yang dilakukan pimpinan dan staf dalam 

meningkatkan pelayanan? “Kita mengacu pada pelayanan maksimal dan kerja 

sesuai dengan SOP” (Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

2. Apakah pimpinan menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan 

pelayanan E-KTP? “Sangat menunjukkan sekali” (Sumber: Wawancara 24 

Desember 2024).

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh staf dalam mendukung komitmen 

pelayanan berkualitas? “Kerja sesuai dengan SOP dan melakukan pelayanan 

sesuai dengan kode etik” (Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dan staf dalam 

meningkatkan pelayanan E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Nunukan sangat kuat 

dan terarah. Hal ini terlihat dari kepatuhan terhadap SOP serta penerapan pelayanan 

maksimal sebagai prinsip utama. Pimpinan juga sangat berkomitmen dalam 

memastikan pelayanan yang berkualitas, sementara staf mendukung komitmen ini 

dengan bekerja sesuai SOP dan menjunjung tinggi kode etik. Dengan adanya 

keselarasan antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan oleh staf, pelayanan E-KTP 

dapat berjalan secara profesional, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip pelayanan 

publik yang baik.
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Wawancara dilakukan pula pada Muhammad Rizal selaku Kabid 

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Hasil wawancara terhadapnya adalah 

sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk komitmen yang dilakukan pimpinan dan staf dalam 

meningkatkan pelayanan? “Rutin dengan melakukan survey kepuasan 

masyarakat dan selalu melalukan inovasi pelayanan” (Sumber: Wawancara 18 

Desember 2024).

2. Apakah pimpinan menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan 

pelayanan E-KTP? “Kita bahkan membuat 1 bidang khusus namanya bidang 

pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Jadi saya kira cukup menunjukkan 

komitmen yang kuat” (Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

3. Kita bahkan membuat 1 bidang khusus namanya bidang pemanfaatan data dan 

inovasi pelayanan. Jadi saya kira cukup menunjukkan komitmen yang kuat? 

“Untuk staff sendiri, dilakukan dengan brefing rutin dan sering melakukan 

evaluasi pelayanan, di samping melakukan pembinaan front office” (Sumber: 

Wawancara 18 Desember 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Nunukan 

memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan pelayanan E-KTP, baik dari 

sisi pimpinan maupun staf. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan survei kepuasan 

masyarakat secara rutin serta pengembangan inovasi dalam pelayanan, yang 

bertujuan untuk terus memperbaiki kualitas layanan. Komitmen pimpinan juga 

terlihat dari dibentuknya bidang khusus, yaitu Bidang Pemanfaatan Data dan



70

Inovasi Pelayanan, yang menunjukkan adanya keseriusan dalam mengelola dan 

meningkatkan sistem pelayanan E-KTP.

Pendapat lain dalam proses wawancara diuraikan oleh Khairul selaku staff.

Paparan pendapat tersebut dapat dilihat pada uraian berikut.

1. Bagaimana bentuk komitmen yang dilakukan pimpinan dan staf dalam 

meningkatkan pelayanan? “Memberikan pelayanan prima yang berkualitas” 

(Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

2. Apakah pimpinan menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan 

pelayanan E-KTP? “Iyah sangat ada komitmen untuk hal itu” (Sumber: 

Wawancara 18 Desember 2024).

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh staf dalam mendukung komitmen 

pelayanan berkualitas? “Kami bekerja selalu dengan prosedur yang tepat” 

(Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Nunukan 

memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan E-KTP. 

Pimpinan dan staf bersama-sama berupaya memberikan pelayanan prima yang 

berkualitas, dengan memastikan bahwa setiap prosedur pelayanan dijalankan secara 

tepat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Komitmen pimpinan dalam 

meningkatkan pelayanan sangat jelas terlihat dan diakui oleh staf, sehingga 

mendukungnya bekerja sesuai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian, pelayanan E-KTP dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan 

kepuasan bagi masyarakat.
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4.6.3 Tingkat Pencapaian Sasaran dan Tujuan

Implementasi kebijakan publik, khususnya pada konteks e-KTP selalu 

memiliki tingkat pencapaian sasaran dan tujuan. Terkait dengan hal ini, Agustinus 

Palentek menguraikanya sebagai berikut.

1. Apakah instansi telah mencapai target pelayanan E-KTP sesuai dengan standar 

yang ditetapkan? “Kalau target sasaran kita mencapai setiap tahun, sebab 

perekaman dan pencetakan telah dilakukan pada setiap warga/penduduk berusia 

lebih dari 17 tahun di Kabupaten Nunukan” (Sumber: Wawancara 7 Januari 

2025).

2. Bagaimana instansi dalam mencapai tujuan dalam pelayanan E-KTP? “Ya 

karena kita pelaksana peraturan, jadi kita melaksanakan aturan saja sehingga 

tujuan bisa tercapai” (Sumber: Wawancara 7 Januari 2025).

3. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian sasaran dan tujuan? 

“Kalau bertanggung jawab itu ya ada di setiap pejabat setiap berjenjang tapi 

secara khusus kepala dinasnya” (Sumber: Wawancara 7 Januari 2025).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan e-

KTP di Disdukcapil Kabupaten Nunukan telah berjalan sesuai dengan target yang 

ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian sasaran tahunan, di mana 

perekaman dan pencetakan e-KTP telah dilakukan bagi setiap warga yang 

memenuhi syarat. Pendapat yang cukup sama diutarakan oleh Wilson selaku 

Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Nunukan. Kesamaan pendapat tersebut dapat 

dilihat pada hasil wawancara sebagai berikut.
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1. Apakah instansi telah mencapai target pelayanan E-KTP sesuai dengan standar 

yang ditetapkan? “Sudah, karena ada target yang ditetapkan oleh Dirjen. Kalau 

cetak kita sudah 99,99%” (Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

2. Bagaimana instansi dalam mencapai tujuan dalam pelayanan E-KTP?

“Kalau konteks ini, kita melakukan pelayanan di tempat dengan catatan tidak 
ada hutang atau tidak ada yang tidak dikerjakan hari ini dan menunggu hari 
esok. Kita juga memiliki program jemput bola dengan berkeliling ke seluruh 
kecamatan terpencil” (Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

3. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian sasaran dan tujuan? 

“Secara teknis kepala bidang pendaftaran penduduk dan secara umum kepala 

dinas” (Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Nunukan telah 

berhasil mencapai target pelayanan e-KTP sesuai dengan standar yang ditetapkan, 

dengan tingkat pencetakan e-KTP mencapai 99,99%. Keberhasilan pencapaian 

tujuan ini didukung oleh sistem pelayanan yang efektif, seperti prinsip penyelesaian 

tugas tanpa penundaan serta program jemput bola untuk melayani masyarakat di 

daerah terpencil. Dari segi tanggung jawab, kepala bidang pendaftaran penduduk 

bertanggung jawab secara teknis, sementara kepala dinas bertanggung jawab secara 

umum dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan target dan 

aturan yang berlaku.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama Delvian selaku Kasubag Umum 

dan Kepegawaian. Hasil wawancara terhadapnya adalah sebagai berikut.
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1. Apakah instansi telah mencapai target pelayanan E-KTP sesuai dengan standar 

yang ditetapkan? “Ya, malah telah melebihi standar yang ditetapkan” (Sumber: 

Wawancara 24 Desember 2024).

2. Bagaimana instansi dalam mencapai tujuan dalam pelayanan E-KTP? “Kita 

melakukan kerjasama dan bekerja keras agar mencapai pada tujuan e-KTP. Kita 

bahkan memiliki program jemput bola, agar hak masyarakat ini terpenuhi” 

(Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

3. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian sasaran dan tujuan? 

“Ini diserahkan pada masing-masing kepala bidang dan tim serta kepala dinas” 

(Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa Disdukcapil Kabupaten 

Nunukan tidak hanya berhasil mencapai target pelayanan e-KTP, tetapi bahkan 

telah melebihi standar yang ditetapkan. Keberhasilan ini dicapai melalui kerja sama 

dan kerja keras seluruh tim, serta adanya program jemput bola yang memastikan 

bahwa setiap warga, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat memperoleh 

e-KTP sesuai hak-nya. Dari aspek tanggung jawab, pencapaian sasaran dan tujuan 

pelayanan e-KTP juga dikelola secara berjenjang, dengan peran utama dipegang 

oleh kepala bidang masing-masing, tim terkait, serta kepala dinas sebagai 

penanggung jawab utama.

Berkenaan dengan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan tersebut, 

Muhammad Rizal selaku Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

menguraikanya sebagai berikut.
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1. Apakah instansi telah mencapai target pelayanan E-KTP sesuai dengan standar 

yang ditetapkan? “Standar yang ditetapkan ada 2. pertama, dari segi kapasitas 

sudah tercapai 100% dan dari segi kualitas kita telah mampu melayani dengan 

baik, di samping kita telah dapat melayani dengan cepat” (Sumber: Wawancara 

18 Desember 2024).

2. Bagaimana instansi dalam mencapai tujuan dalam pelayanan E-KTP? “Kita 

melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada” (Sumber: 

Wawancara 18 Desember 2024).

3. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian sasaran dan tujuan? 

“Secara umum kepala dinas, kemudian di bawah pengawasan kepala bidang 

pendaftaran penduduk” (Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

Proses wawancara terakhir dilakukan kepada Khairul selaku staff Disdukcapil 

Kabupaten Nunukan. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

1. Apakah instansi telah mencapai target pelayanan E-KTP sesuai dengan standar 

yang ditetapkan? “Sudah, sesuai dengan target” (Sumber: Wawancara 18 

Desember 2024).

2. Bagaimana instansi dalam mencapai tujuan dalam pelayanan E-KTP? “Kita 

melakukan layanan jemput bola” (Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

3. SIApa yang bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian sasaran dan 

tujuan? “Menurut saya oleh Kepala dinas” (Sumber: Wawancara 18 Desember 

2024).

Melalui keterangan tersebut, maka dapat dipahami jika Disdukcapil 

Kabupaten Nunukan telah berhasil mencapai target pelayanan e-KTP sesuai dengan
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standar yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh strategi layanan jemput 

bola, yang memungkinkan pelayanan e-KTP menjangkau seluruh masyarakat, 

termasuk yang berada di daerah terpencil.

4.6.4 Berorientasi Pada Visi dan Misi

Pelayanan publik dalam implementasi e-KTP perlu memiliki visi dan misi. 

Sebab, visi dan misi merupakan landasan yang penting untuk mengarahkan seluruh 

proses pelaksanaan kebijakan dan memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan 

dapat tercapai dengan efektif. Visi memberikan gambaran jangka panjang 

mengenai arah yang ingin dicapai, sedangkan misi menggambarkan langkah-

langkah konkret yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Terkait dengan 

visi dan misi ini, Agustinus Palentek selaku Kepala Dinas memaparkannya sebagai 

berikut.

1. Apakah ada visi misi dalam instansi ini? “Tidak ada, visi misi itu adanya di 

kepala daerah” (Sumber: Wawancara, 7 Januari 2025).

2. Bagaimana pelayanan E-KTP berorientasi (mengacu) pada visi dan misi yang 

dimiliki oleh instansi ini? “Jadi dalam visi misi kepala daerah itu ada untuk 

meningkatkan pelayanan publik. Khusus di dinas ini, ya implementasinya itu 

mempermudah pelayanan. Nah dalam hal ini kita bahkan ada program jemput 

bola dengan cara mengirim pegawai sampai ke tingkat kecamatan” (Sumber: 

Wawancara, 7 Januari 2025).

Wawancara lebih lanjut dilakukan bersama Wilson selaku Sekretaris Dinas 

yang menguraikan mengenai hal ini sebagai berikut.
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1. Apakah ada visi misi dalam instansi ini? “Ada, yakni visi misi kepala daerah” 

(Sumber: Wawancara, 24 Desember 2024).

2. Bagaimana pelayanan E-KTP berorientasi (mengacu) pada visi dan misi yang 

dimiliki oleh instansi ini? “Visi misi kan menjadi acuan” (Sumber: Wawancara, 

24 Desember 2024).

3. Siapa saja yang mengetahui visi dan misi yang ada di instansi ini? “Semuanya, 

semua pegawai” (Sumber: Wawancara, 24 Desember 2024).

Kemudian, proses wawancara dilakukan kepada Delvian selaku Kasubag 

Umum dan Kepegawaian. Hasil wawancara bersamanya adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada visi misi dalam instansi ini? “Ada, kita berpegang pada visi misi 

kepala daerah” (Sumber: Wawancara, 24 Desember 2024).

2. Bagaimana pelayanan E-KTP berorientasi (mengacu) pada visi dan misi yang 

dimiliki oleh instansi ini? “Memberikan pelayanan yang prima” (Sumber: 

Wawancara, 24 Desember 2024).

3. Siapa saja yang mengetahui visi dan misi yang ada di instansi ini? “Semua 

pegawai” (Sumber: Wawancara, 24 Desember 2024).

Lebih lanjut, proses wawancara dilakukan kepala Muhammad Rizal selaku 

Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Hasil wawancara bersamanya 

adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada visi misi dalam instansi ini? “Ada, khususnya pada visi misi kepala 

daerah” (Sumber: Wawancara, 18 Desember 2024).

2. Bagaimana pelayanan E-KTP berorientasi (mengacu) pada visi dan misi yang 

dimiliki oleh instansi ini? “Salah satu visi itu memberikan pelayanan prima, jadi
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kita harus baik dalam memberikan pelayanan” (Sumber: Wawancara, 18 

Desember 2024).

3. Siapa saja yang mengetahui visi dan misi yang ada di instansi ini? “Semua 

pegawai” (Sumber: Wawancara, 18 Desember 2024).

Proses wawancara terakhir dilakukan kepada Khairul selaku staff Disdukcapil 

Kabupaten Nunukan. Hasil wawancara bersamanya adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada visi misi dalam instansi ini? “Ya ada tentu saja, tapi visi misi ini 

mengacu pada yang dimiliki kepala daerah” (Sumber: Wawancara, 18 

Desember 2024).

2. Bagaimana pelayanan E-KTP berorientasi (mengacu) pada visi dan misi yang 

dimiliki oleh instansi ini? “Ya berarti memberikan pelayanan yang prima” 

(Sumber: Wawancara, 18 Desember 2024).

3. Siapa saja yang mengetahui visi dan misi yang ada di instansi ini? “Semua 

pegawai” (Sumber: Wawancara, 18 Desember 2024).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disintesiskan bahwa visi dan misi 

dalam implementasi pelayanan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Nunukan 

berpedoman pada visi dan misi kepala daerah. Meskipun instansi ini tidak memiliki 

visi dan misi yang terpisah, namun seluruh pegawai memahami dan mengacu pada 

visi kepala daerah yang menekankan peningkatan pelayanan publik. Implementasi 

dari visi ini diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang prima, termasuk program 

jemput bola yang mempermudah akses layanan bagi masyarakat hingga ke tingkat 

kecamatan.
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4.6.5 Jujur, Objektif, Transparan, dan Akurat

Pelayanan e-KTP yang diberikan pada masyarakat harus bersifat jujur, 

objektif, transparan, dan akurat. Hal ini bertujuan agar setiap warga negara 

mendapatkan haknya secara adil dalam memperoleh dokumen kependudukan yang 

sah dan terpercaya. Dengan adanya prinsip kejujuran, objektivitas, transparansi, dan 

akurasi, proses administrasi kependudukan dapat berjalan dengan profesional, 

bebas dari praktik penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap layanan publik yang diselenggarakan oleh Disdukcapil. Terkait dengan hal 

ini, hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Agus Palantek selaku Kepala 

Disdukcapil Kabupaten Nunukan menunjukkan jika:

1. Apakah pelayanan E-KTP sudah jujur, objektif, transparan dan akurat? “Sudah 

sesuai, sebab ada standar prosedur yang jelas. Kalaupun ada makelar, itu di luar 

tanggung jawab dinas” (Sumber: Wawancara 7 Januari 2025).

2. Apakah staf sudah melakukan pelayanan E-KTP dengan jujur, objektif, 

transparan dan akurat? “Secara umum, sudah melaksanakan. Cuma, namanya 

manusia bisa saja ada kelirunya. Sehingga untuk mengatasi hal ini, kita selalu 

melakukan proses pemantauan” (Sumber: Wawancara 7 Januari 2025).

3. Dalam bentuk kejujuran, objektif, transparan dan akurat tersebut, kapan saja 

bentuk- bentuk itu dilakukan? “Setiap pelayanan diberikan pada masyarakat. 

Kita juga membuka layanan pengaduan agar tujuan bisa tercapai” (Sumber: 

Wawancara 7 Januari 2025).

Keterangan lain diutarakan oleh Wilson selaku Sekretaris Dinas. Keterangan 

wawancara tersebut adalah sebagai berikut.
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1. Apakah pelayanan E-KTP sudah jujur, objektif, transparan dan akurat? “Cukup 

jujur, objektif, transparan dan akurat” (Sumber: Wawancara 24 Desember 

2024).

2. Apakah staf sudah melakukan pelayanan E-KTP dengan jujur, objektif, 

transparan dan akurat? “Ya pastinya cukup jujur, objektif, transparan dan 

akurat” (Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

3. Dalam bentuk kejujuran, objektif, transparan dan akurat tersebut, kapan saja 

bentuk- bentuk itu dilakukan? “Setiap pelayanan diberikan dan dapat diakui 

akurat karena semua oleh sistem” (Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

Keterangan lain diutarakan oleh Delvian selaku Kasubag Umum dan 

Kepegawaian, dimana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

1. Apakah pelayanan E-KTP sudah jujur, objektif, transparan dan akurat? “Cukup 

akurat” (Sumber: Wawancara 24 Desember 2024).

2. Apakah staf sudah melakukan pelayanan E-KTP dengan jujur, objektif, 

transparan dan akurat? “Di dalam pelayanan itu sendiri” (Sumber: Wawancara 

24 Desember 2024).

Lebih lanjut, peneliti juga melakukan proses wawancara bersama Muhammad 

Rizal selaku Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Hasil wawancaranya 

adalah sebagai berikut.

1. Apakah pelayanan E-KTP sudah jujur, objektif, transparan dan akurat? “Sudah 

memenuhi semua, karena sistem telah terpusat” (Sumber: Wawancara 18 

Desember 2024).
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2. Apakah staf sudah melakukan pelayanan E-KTP dengan jujur, objektif, 

transparan dan akurat? “Sudah memenuhi, karena sebagaimana saya sebutkan 

di awal kita bahkan memiliki staf khusus” (Sumber: Wawancara 18 Desember 

2024).

3. Dalam bentuk kejujuran, objektif, transparan dan akurat tersebut, kapan saja 

bentuk- bentuk itu dilakukan? “Setiap memberikan pelayanan pada 

masyarakat” (Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

Hasil wawancara terakhir dilakukan bersama Khairul selaku staff Disdukcapil 

Kabupaten Nunukan, dimana keterangan atas hal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Apakah pelayanan E-KTP sudah jujur, objektif, transparan dan akurat? “Ya 

tentu saja sudah terjadi hal ini” (Sumber: Wawancara 18 Desember 2024).

2. Apakah staf sudah melakukan pelayanan E-KTP dengan jujur, objektif, 

transparan dan akurat? “Sudah, sudah melakukannya dengan baik” (Sumber: 

Wawancara 18 Desember 2024).

3. Dalam bentuk kejujuran, objektif, transparan dan akurat tersebut, kapan saja 

bentuk- bentuk itu dilakukan? “Setiap pelayanan dilakukan” (Sumber: 

Wawancara 18 Desember 2024).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disintesiskan bahwa pelayanan e-KTP 

di Disdukcapil Kabupaten Nunukan telah dijalankan dengan prinsip kejujuran, 

objektivitas, transparansi, dan akurasi. Hal ini didukung oleh keberadaan standar 

prosedur yang jelas, sistem pelayanan yang terpusat, serta pengawasan dan 

pemantauan yang dilakukan secara berkala. Meskipun secara umum pelayanan 

telah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  tersebut,  namun  tetap  terdapat  potensi
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kekeliruan yang dapat terjadi secara individual. Oleh karena itu, perlu ada 

mekanisme layanan pengaduan dan pemantauan terus dilakukan untuk memastikan 

kualitas layanan yang optimal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

4.6.6 Menyajikan Keberhasilan dan Kegagalan

Implementasi e-KTP perlu diinformaskan pada setiap lapisan masyarakat, 

baik yang bersifat keberhasilan maupun kegagalan. Tujuanya adalah untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan 

administrasi kependudukan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem yang diterapkan. Berkenaaan dengan hal ini, Agustinus Palentek 

menguraikanya sebagai berikut.

1. Dalam pencapaian pelayanan pasti ada kegagalan dan keberhasilan. Apakah 

bentuk kegagalan instansi ini dan apakah bentuk keberhasilan instansi ini? 

“Kalau kegagalan itu situasional, sebab banyak dipengaruhi oleh berbagai 

faktor khususnya gangguan pada jaringan” (Sumber: Wawancara, 7 Januari 

2025).

2. Siapa yang memiliki wewenang melaporkan atau mendata tingkat keberhasilan 

atau kegagalan? “Ya semua, dilakukan secara berjenjang di bidang masing-

masing untuk kemudian dilaporkan ke kepala dinas” (Sumber: Wawancara, 7 

Januari 2025).

3. Bagaimana menginformasikan keberhasilan daan kegagalan kepada 

masyarakat? “Kita kan dinilai menteri dan kepala daerah. Kalau kegagalan dan 

keberhasilan kita informasikan lewat media massa ataupun sosial” (Sumber: 

Wawancara, 7 Januari 2025).
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Wawancara berikutnya mengenai hal ini dilakukan bersama Wilson selaku 

Sekretaris Dinas. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dalam pencapaian pelayanan pasti ada kegagalan dan keberhasilan. Apakah 

bentuk kegagalan instansi ini dan apakah bentuk keberhasilan instansi ini? 

“Bentuk keberhasilan itu saat target e-KTP tercapai. Namun dalam konteks 

gagal, itu bukan kegagalan tapi lebih pada kendala, sebab hal ini dipengaruhi 

oleh pasokan listrik, jaringan, sistem dan alat” (Sumber: Wawancara, 24 

Desember 2024).

2. Siapa yang memiliki wewenang melaporkan atau mendata tingkat keberhasilan 

atau kegagalan? “Kalau dalam sistem capil, semua tercatat dan berjenjang. 

Namun khususnya oleh Kabid PIA dan oleh analis data base” (Sumber: 

Wawancara, 24 Desember 2024).

3. Bagaimana menginformasikan keberhasilan daan kegagalan kepada 

masyarakat? “Melalui website dan media sosial seperti Facebook dan Tiktok” 

(Sumber: Wawancara, 24 Desember 2024).

Selanjutnya, proses wawancara dilakukan bersama Delvian selaku Kasubag 

Umum dan Kepegawaian, dimana hasil dari wawancaranya diuraikan sebagai 

berikut.

1. Dalam pencapaian pelayanan pasti ada kegagalan dan keberhasilan. Apakah 

bentuk kegagalan instansi ini dan apakah bentuk keberhasilan instansi ini? 

“Kalau kegagalan itu minim sekali kita dapatkan” (Sumber: Wawancara, 24 

Desember 2024).
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2. Siapa yang memiliki wewenang melaporkan atau mendata tingkat keberhasilan 

atau kegagalan? “Bidang PIA dan analis data base” (Sumber: Wawancara, 24 

Desember 2024).

3. Bagaimana menginformasikan keberhasilan daan kegagalan kepada 

masyarakat? “Melalui media sosial” (Sumber: Wawancara, 24 Desember 2024). 

Proses wawancara dilakukan juga kepada Muhammad Rizal selaku Kabid

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Hasil wawancaranya adalah sebagai 

berikut.

1. Dalam pencapaian pelayanan pasti ada kegagalan dan keberhasilan. Apakah 

bentuk kegagalan instansi ini dan apakah bentuk keberhasilan instansi ini? “Kita 

selalu meminimalisasi kegagalan. Tapi khusus ini, kegagalan paling hanya 

keterlambatan pencetakan yang diakibatkan oleh faktor jaringan dan data yang 

bermasalah” (Sumber: Wawancara, 18 Desember 2024).

2. Siapa yang memiliki wewenang melaporkan atau mendata tingkat keberhasilan 

atau kegagalan? “Operator pencetak KTP” (Sumber: Wawancara, 18 Desember 

2024).

3. Bagaimana menginformasikan keberhasilan daan kegagalan kepada 

masyarakat? “Secara langsung pada masyarakat” (Sumber: Wawancara, 18 

Desember 2024).

Wawancara terakhir dilakukan dengan Khairul selaku staff Disdukcapil 

Kabupaten Nunukan. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

1. Dalam pencapaian pelayanan pasti ada kegagalan dan keberhasilan. Apakah 

bentuk kegagalan instansi ini dan apakah bentuk keberhasilan instansi ini?
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“Kalau bentuk kegagalan kadang lama proses pengirimanya. Kalau proses 

keberhasilan ya kita cepat melakukan pelayanannya” (Sumber: Wawancara, 18 

Desember 2024).

2. Siapa yang memiliki wewenang melaporkan atau mendata tingkat keberhasilan 

atau kegagalan? “Ombudsman” (Sumber: Wawancara, 18 Desember 2024).

3. Bagaimana menginformasikan keberhasilan daan kegagalan kepada 

masyarakat? “Secara langsung pada masyarakat” (Sumber: Wawancara, 18 

Desember 2024).

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, maka dapat disintesiskan bahwa 

implementasi e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Nunukan memiliki mekanisme 

pelaporan dan informasi terkait keberhasilan maupun kendala yang terjadi dalam 

pelayanan. Keberhasilan utama dalam pelayanan e-KTP adalah tercapainya target 

pencetakan KTP elektronik serta percepatan layanan bagi masyarakat. Sementara 

itu, kendala yang dihadapi bukan karena sistem internal, melainkan lebih 

disebabkan oleh gangguan jaringan, pasokan listrik, serta keterlambatan proses 

pengiriman data. Pelaporan keberhasilan dan kendala dilakukan secara berjenjang, 

mulai dari operator pencetak KTP, bidang PIAK , hingga kepala dinas, dengan 

sebagian data juga diawasi oleh Ombudsman.

4.7. Pembahasan

4.7.1 Sistem yang Dapat Menjamin Sumber Daya yang Konsisten

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
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ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas 

dalam hal ini dinilai dari beberapa aspek meliputi sistem yang dapat menjamin 

penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum 

penyelenggaraan negara; komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang 

bersangkutan; tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 

berorientasi pada pencapaian visi dan misi; jujur, obyektif, transparan dan akurat; 

serta menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

Terkait dengan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber 

daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, hasil 

analisis menemukan jika Disdukcapil Kabupaten Nunukan telah 

mengimplementasikan sistem administrasi kependudukan berbasis digital melalui 

SIAK untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan data e-KTP. Hal ini 

menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Nunukan telah berupaya menerapkan 

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam administrasi kependudukan. 

Implementasi SIAK mencerminkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, 

serta efisiensi dalam pelayanan publik (Izlin, 2021).

Selain itu, digitalisasi sistem administrasi kependudukan melalui SIAK 

memungkinkan integrasi data yang lebih baik, meminimalkan kesalahan input 

manual, serta mempercepat proses perekaman dan penerbitan dokumen 

kependudukan seperti e-KTP. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat 

mengakses layanan kependudukan secara lebih mudah, cepat, dan aman, sehingga 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan Disdukcapil. Hal ini juga 

sejalan dengan teori kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Pasolong (2013).
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Dinyatakan demikian karena sistem SIAK oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan 

mencerminkan efektivitas organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

terhadap layanan administrasi kependudukan.

Digitalisasi ini pada akhirnya merupakan bagian dari upaya sistemik yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memberikan 

pelayanan secara lebih efisien, akurat, dan berkelanjutan. Penerapan SIAK juga 

berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas kinerja, di mana Disdukcapil 

bertanggung jawab atas efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan. 

Akuntabilitas ini diwujudkan melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan 

data kependudukan, kecepatan layanan, serta kemampuan sistem dalam 

meminimalkan kesalahan administrasi. Dengan sistem berbasis digital, pemantauan 

dan evaluasi terhadap kinerja organisasi menjadi lebih terukur, sehingga 

memungkinkan adanya perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Temuan ini juga jika dikaitkan dengan teori SERVQUAL, menunjukkan 

bahwa digitalisasi sistem administrasi kependudukan melalui SIAK memiliki 

keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan 

lima dimensi SERVQUAL. Implementasi SIAK secara nyata memperbaiki dimensi 

reliability, karena meningkatkan konsistensi dan keandalan dalam proses 

perekaman dan penerbitan e-KTP, mengurangi kesalahan, serta menjamin 

pelayanan yang sesuai prosedur. Dari sisi responsiveness, sistem digital 

mempercepat proses pelayanan dan memungkinkan petugas merespon kebutuhan 

masyarakat secara lebih cepat dan efisien (Fitriyatuddiyanah & Dhartikasari, 2022: 

3944).
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Dimensi assurance juga terpenuhi, karena sistem ini memperkuat 

kepercayaan publik melalui peningkatan keamanan data dan profesionalitas 

layanan. Selain itu, tangibles turut diperkuat dengan penyediaan fasilitas pelayanan 

berbasis teknologi yang modern dan representatif. Bahkan dari aspek empathy, 

digitalisasi memungkinkan pelayanan yang lebih inklusif, seperti kemudahan akses 

informasi dan pelayanan online bagi masyarakat di wilayah terpencil atau yang 

memiliki keterbatasan mobilitas. Oleh karena itu, penerapan SIAK menjadi bentuk 

nyata dari peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik berbasis pada prinsip 

kualitas layanan yang komprehensif menurut teori SERVQUAL (Fitriyatuddiyanah 

& Dhartikasari, 2022: 3944).

4.7.2 Komitmen dari Pimpinan dan seluruh Staff instansi

Keberhasilan implementasi e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Nunukan 

sangat bergantung pada komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan pelayanan 

yang profesional, cepat, dan transparan. Komitmen ini berperan penting dalam 

menciptakan akuntabilitas kinerja, di mana setiap elemen organisasi bertanggung 

jawab terhadap efektivitas dan efisiensi layanan publik. Pimpinan memiliki peran 

strategis dalam menetapkan standar pelayanan, membangun budaya kerja yang 

profesional, serta memastikan kepatuhan terhadap SOP dan kode etik. Sementara 

itu, staf sebagai pelaksana utama bertanggung jawab dalam memberikan layanan 

yang berkualitas, cepat, dan transparan sesuai dengan prinsip pelayanan masyarakat 

yang non-diskriminatif.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Disdukcapil Kabupaten Nunukan telah 

melakukan berbagai inovasi, seperti percepatan layanan melalui digitalisasi sistem
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administrasi kependudukan, pembentukan bidang khusus untuk pengelolaan data 

kependudukan, serta evaluasi dan survei kepuasan masyarakat. Inovasi ini tidak 

hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memastikan bahwa sistem 

yang diterapkan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Sejalan dengan teori kinerja organisasi Pasolong (2013), upaya ini mencerminkan 

efektivitas organisasi dalam memenuhi kebutuhan publik secara sistemik dan 

berkelanjutan.

Selain itu, kepatuhan terhadap SOP dan kode etik menjadi elemen penting 

dalam menjamin layanan administrasi kependudukan yang profesional dan 

konsisten. Pembinaan serta briefing rutin bagi staf turut memperkuat sistem yang 

telah dibangun dengan meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai dalam 

memberikan pelayanan terbaik. Dengan berbagai langkah strategis ini, 

implementasi e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Nunukan dapat terus berjalan 

dengan optimal, memperkuat tata kelola administrasi kependudukan yang lebih 

efektif, efisien, dan terpercaya.

Temuan di atas, selain relevan dengan teori kinerja organisasi, juga sejalan 

dengan konsep SERVQUAL. Dinyatakan demikian karena Parasuraman, Zeithaml, 

dan Berry dalam Tjiptono (2016:65) menyatakan bahwa model ini didasarkan pada 

perbandingan antara ekspektasi pengguna layanan terhadap ragam layanan yang 

ideal dan persepsi terhadap layanan yang diterima. Artinya, dalam konteks 

implementasi e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Nunukan, berbagai inovasi dan 

komitmen pelayanan yang dilakukan menunjukkan adanya kesesuaian antara
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harapan masyarakat akan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, dengan 

kenyataan yang diterima.

Lebih jauh lagi, kesesuaian tersebut tidak hanya tercermin dalam lima 

dimensi utama SERVQUAL, tetapi juga dalam aspek-aspek tambahan seperti 

kepuasan pengguna layanan, kesetaraan (equity) dalam akses layanan, 

akuntabilitas, keberlanjutan, efisiensi, dan inovasi pelayanan. Dinyatakan demikian 

karena Disdukcapil Nunukan telah mampu menunjukkan bahwa pelayanan publik 

yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat harus disertai dengan sistem yang 

adaptif, manajemen sumber daya manusia yang profesional, serta evaluasi 

berkelanjutan. Hal ini memperkuat posisi pelayanan e-KTP bukan hanya sebagai 

pemenuhan kewajiban administratif, melainkan juga sebagai bentuk komitmen 

negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, setara, dan berdaya 

guna.

4.7.3 Tingkat Pencapaian Sasaran dan Tujuan

Pada aspek tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, 

analisa yang telah dilakukan menemukan bahwa pencapaian sasaran dan tujuan 

program e-KTP di Kabupaten Nunukan hampir menyentuh 100% (99,99%). 

Tingkat ini mencerminkan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

yang efektif. Sebab, akuntabilitas kinerja dalam sektor pelayanan publik menuntut 

adanya transparansi, efisiensi, serta pertanggungjawaban terhadap hasil yang 

dicapai (Hardiyansyah, 2018). Keberhasilan ini bahkan menunjukkan jika 

Disdukcapil Kabupaten Nunukan telah menjalankan kebijakan yang terstruktur 

dengan baik, didukung oleh koordinasi yang solid antar seluruh jajaran.
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Lebih lanjut, pencapaian sasaran dan tujuan yang menyentuh 100% ini secara 

tidak langsung memperlihatkan bahwa kinerja para pegawai yang ada di 

Disdukcapil Kabupaten Nunukan. Dinyatakan demikian karena menurut Pasolong 

(2013) kinerja organisasi adalah efektivitas organisasi dalam meningkatkan 

kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara 

efektif. Dengan demikian, pencapaian hampir 100% dalam program e-KTP ini 

mencerminkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Nunukan telah berhasil membangun 

sistem kerja yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta 

mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan 

pelayanan publik.

Menurut Pasolong (2013), kinerja organisasi juga tidak hanya ditentukan oleh 

hasil akhir semata, tetapi oleh proses berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas 

organisasi. Dalam hal ini, pencapaian sasaran program e-KTP di Kabupaten 

Nunukan menunjukkan adanya perbaikan proses internal, peningkatan kompetensi 

pegawai, dan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna. Keberhasilan ini 

sekaligus menjadi indikator bahwa Disdukcapil telah menjalankan prinsip-prinsip 

manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management), dimana keberhasilan 

pelaksanaan program diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama. Hal ini 

juga sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik 

yang prima, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Lebih jauh, temuan ini apabila dilihat dari sudut pandang gap yang ada di 

dalam teori SERVQUAL, maka pencapaian program e-KTP di Kabupaten Nunukan 

masuk ke dalam gap 5 yaitu selisih antara ekspektasi pengguna layanan dan persepsi
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mereka terhadap layanan yang diterima menjadi fokus utama (Yi et al, 2024:6). 

Pencapaian sasaran hingga 99,99% mencerminkan bahwa layanan yang diberikan 

oleh Disdukcapil telah sesuai bahkan sangat mendekati harapan masyarakat. 

Dengan kata lain, minimnya gap dalam dimensi SERVQUAL menunjukkan bahwa 

Disdukcapil Kabupaten Nunukan tidak hanya berhasil secara kuantitatif dalam 

pencapaian target, tetapi juga berhasil secara kualitatif dalam memberikan 

pengalaman layanan yang memuaskan.

4.7.4 Berorientasi Pada Visi dan Misi

Analisa lanjutan yang dilakukan memperlihatkan bahwa dari sisi berorientasi 

pada pencapaian visi dan misi, hal ini menunjukkan jika hanya ada 1 visi misi yang 

diusung yaitu dari kepala daerah. Terpusatnya visi misi ini jika dikaitkan dengan 

akuntabilitas kinerja, maka hal ini mencerminkan bahwa akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah sangat bergantung pada komitmen kepala daerah dalam 

mengarahkan kebijakan serta memastikan implementasi program berjalan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan pula bahwa keberhasilan 

program, termasuk implementasi e-KTP di Kabupaten Nunukan, sangat 

dipengaruhi oleh efektivitas kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan yang 

terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kondisi ini jika dikaitkan dengan konteks pelayanan publik memperlihatkan 

bahwa peran kepemimpinan sangat menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kepala daerah 

bertindak sebagai policy maker sekaligus policy driver, yang tidak hanya 

menetapkan visi dan misi, tetapi juga mengawal implementasi kebijakan agar
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selaras dengan kebutuhan publik. Selain itu, hal ini menunjukkan pula bahwa 

orientasi pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang 

dijalankan. Jika kepala daerah memiliki visi yang kuat serta konsisten dalam 

pengambilan keputusan, maka hal ini akan mendorong terciptanya pelayanan 

publik yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dinyatakan demikian karena menurut Denhardt & Denhardt (2003), dalam 

paradigma New Public Service, pelayanan publik tidak hanya tentang efisiensi 

birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah melayani warganya dengan 

mendengar dan memahami kebutuhan mereka. Oleh karena itu, keberhasilan 

program e-KTP di Kabupaten Nunukan juga mencerminkan bahwa kepemimpinan 

daerah mampu menjembatani antara kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal, 

sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik berjalan secara optimal. Sehingga 

dengan demikian, dapat dikatakan bahwa efektivitas pelayanan publik tidak hanya 

bergantung pada sistem dan struktur, tetapi juga pada komitmen dan integritas dari 

pemimpin daerah sebagai penggerak utama kebijakan publik.

4.7.5 Jujur, Objektif, Transparan, dan Akurat

Ditinjau dari sudut obyektif, transparan dan akurat, analisa yang telah 

dilakukan menemukan jika SOP yang baku serta sistem layanan yang terpusat, 

dapat meminimalisir kesalahan, penyimpangan, dan praktik percaloan dalam proses 

administrasi kependudukan. Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas kinerja. 

Dinyatakan demikian karena penerapan SOP yang baku dan sistem layanan yang 

terpusat menciptakan mekanisme yang jelas, terukur, dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  Dalam  konteks  akuntabilitas  kinerja,  sistem  yang
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terstruktur dan terpusat memungkinkan setiap langkah dalam proses administrasi 

kependudukan diawasi dengan lebih efektif, sehingga meminimalkan potensi 

kesalahan dan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, jika dilihat dari sudut asas pelayanan publik temuan tersebut 

menunjukkan jika pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Nunukan 

telah mencerminkan penerapan asas transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, 

dan tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penerapan SOP yang baku menjamin adanya 

kepastian prosedur yang harus dilalui masyarakat, sehingga meminimalisir 

kebingungan dan peluang terjadinya praktik tidak sah seperti percaloan. Sementara 

itu, sistem layanan yang terpusat memastikan bahwa proses pelayanan dilakukan 

secara seragam, transparan, dan dapat ditelusuri.

Kondisi demikian pada akhirnya mencerminkan asas keadilan dan 

akuntabilitas, di mana seluruh proses pelayanan dapat diaudit dan dievaluasi untuk 

memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang merugikan publik. Lebih jauh 

lagi, sistem yang terstruktur seperti ini juga memenuhi asas efisiensi dan efektivitas, 

karena setiap kegiatan pelayanan mengikuti alur kerja yang telah ditetapkan secara 

sistematis dan didukung oleh teknologi informasi. Sehingga dengan demikian, dari 

perspektif akuntabilitas maupun asas pelayanan publik, keberadaan SOP dan sistem 

layanan terpusat tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pelayanan 

kependudukan.
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Temuan di atas dapat pula di relevansikan dengan teori new public service, 

sebab Denhardt & Denhardt (2003), menekankan bahwa pelayanan publik bukan 

hanya soal efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat pelayanan yang 

berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kerangka ini, birokrasi tidak lagi 

hanya sebagai penyedia layanan, melainkan sebagai fasilitator yang memastikan 

bahwa pelayanan berjalan akuntabel. Temuan tentang penerapan SOP yang baku 

dan sistem layanan terpusat di Disdukcapil Kabupaten Nunukan sangat relevan 

dengan prinsip NPS karena transparansi dan akuntabilitas yang ditegakkan melalui 

SOP dan sistem layanan mencerminkan semangat NPS dalam membangun 

kepercayaan publik dan menjadikan warga sebagai mitra, bukan sekadar pelanggan.

Penolakan terhadap praktik percaloan dan penyimpangan juga menunjukkan 

keberpihakan pada etika pelayanan publik dan perlindungan hak warga untuk 

mendapatkan layanan secara adil dan setara. Selain itu, kepastian hukum dan tidak 

diskriminatif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, memperkuat 

prinsip partisipatif dan inklusif dalam pelayanan publik e-KTP tersebut. Bahkan, 

Sistem terstruktur dan berbasis teknologi informasi bukan hanya meningkatkan 

efisiensi, tetapi juga memberi ruang keterlibatan warga melalui akses yang terbuka 

terhadap informasi dan prosedur layanan. Dengan demikian, keberhasilan ini tidak 

hanya menunjukkan kinerja birokrasi yang responsif dan efektif, tetapi juga 

memperlihatkan transformasi nilai dalam pelayanan publik yang dilakukan.

4.7.6 Menyajikan Keberhasilan dan Kegagalan

Ditinjau dari sisi menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian 

sasaran dan tujuan, analisa yang telah dilakukan menemukan jika penyajian akan



95

hal ini umumnya dilakukan melalui website, secara langsung, maupun melalui 

media sosial. Langkah ini selaras dengan prinsip pelayanan publik, karena 

mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam 

mengawasi serta menilai kinerja instansi pemerintah. Penyajian informasi 

mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan melalui 

berbagai media, seperti website, pertemuan langsung, dan media sosial, 

memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana 

layanan yang diberikan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Langkah demikian selaras pula dengan semangat keterbukaan informasi 

publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dinyatakan demikian karena pada peraturan 

tersebut telah ditegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi 

yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Oleh karenanya, 

dengan menyajikan informasi keberhasilan dan kegagalan secara terbuka, 

pemerintah daerah (dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Nunukan) menunjukkan 

komitmennya terhadap prinsip good governance, khususnya dalam aspek 

transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, penyampaian informasi melalui berbagai kanal juga 

mencerminkan penerapan asas partisipasi publik, di mana masyarakat tidak hanya 

menjadi penerima layanan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan umpan 

balik, kritik, dan masukan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Secara lebih 

luas, dalam perspektif teori administrasi publik modern, seperti yang dikemukakan 

Osborne dan Gaebler (1992), pelayanan publik yang baik harus responsif dan
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terbuka terhadap evaluasi masyarakat. Artinya, penyajian informasi kinerja yang 

inklusif dan mudah diakses ini memperlihatkan bahwa Disdukcapil Kabupaten 

Nunukan telah berupaya membangun sistem pelayanan yang demokratis, terbuka, 

dan berorientasi pada hasil.

Hal ini jika dilihat dari sudut pandang teori new public service, menunjukkan 

bahwa Disdukcapil Kabupaten Nunukan telah menjalankan prinsip pelayanan 

publik yang menempatkan warga sebagai mitra aktif dalam proses pemerintahan. 

Teori new public service menekankan bahwa pelayanan publik harus berlandaskan 

pada nilai-nilai demokrasi, di mana pemerintah tidak semata-mata “melayani 

pelanggan”, tetapi lebih kepada “melibatkan warga negara” dalam proses 

pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan (Denhardt & Denhardt, 2003). 

Dengan menyajikan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran secara terbuka, 

baik melalui website, media sosial, maupun pertemuan langsung Disdukcapil telah 

eningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mendorong kolaborasi antara 

pemerintah dan masyarakat.

4.7.7 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Akuntabilitas Kinerja 

Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara 

Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di

Disdukcapil Kabupaten Nunukan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan 

penghambat. Faktor pendukung utama meliputi adanya sistem yang mendukung; 

alat yang memadai; alokasi anggaran yang cukup; pegawai yang jujur, objektif, 

transparan, dan akurat; terdapat SOP pelayanan, serta adanya koordinasi yang baik
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antar seluruh jajaran Disdukcapil. Penjelasan setiap faktor pendukung tersebut 

adalah sebagai berikut.

1. Adanya sistem yang mendukung. Penerapan SIAK memungkinkan proses 

perekaman, pengolahan, dan penerbitan e-KTP dilakukan secara lebih 

cepat, efisien, dan akurat. Dengan sistem berbasis digital ini, kesalahan 

input manual dapat diminimalkan, serta memungkinkan integrasi data 

kependudukan yang lebih baik antarinstansi terkait.

2. Alat yang memadai. Hal ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan 

layanan e-KTP. Perangkat yang digunakan, seperti mesin pencetak e-

KTP, alat perekaman biometrik, serta jaringan yang stabil, sangat 

berpengaruh terhadap kelancaran proses pelayanan. Dengan dukungan 

peralatan yang modern dan terawat, layanan dapat berjalan lebih optimal 

tanpa mengalami kendala teknis yang signifikan.

3. Alokasi anggaran yang cukup. Penyediaan anggaran yang memadai 

memungkinkan Disdukcapil untuk menjalankan berbagai program dan 

inovasi dalam pelayanan e-KTP, termasuk pemeliharaan sistem dan 

peralatan, peningkatan kualitas SDM, serta pengadaan bahan baku seperti 

blangko e-KTP. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, proses pelayanan 

dapat terhambat, terutama dalam hal ketersediaan dokumen 

kependudukan yang dibutuhkan masyarakat.

4. Pegawai yang jujur, objektif, transparan, dan akurat. Hal ini menjadi 

elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan 

yang  diberikan.  Profesionalisme  dan  integritas  pegawai  dalam
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menjalankan tugas sesuai dengan SOP sangat menentukan keberhasilan 

implementasi e-KTP. Sikap transparan dalam memberikan informasi serta 

objektivitas dalam memproses dokumen tanpa diskriminasi membantu 

mewujudkan pelayanan yang adil bagi seluruh masyarakat.

5. Terdapat SOP pelayanan. Dengan adanya SOP, setiap pegawai memiliki 

standar yang sama dalam memberikan layanan, sehingga mengurangi 

potensi penyimpangan serta meningkatkan efisiensi kerja. SOP juga 

berfungsi sebagai alat kontrol yang memastikan bahwa pelayanan 

berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

6. Adanya koordinasi yang baik antar seluruh jajaran Disdukcapil. Faktor ini 

memainkan peran penting dalam efektivitas layanan e-KTP. Komunikasi 

yang solid antara pimpinan, kepala bidang, serta staf operasional 

memastikan bahwa setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan 

diselesaikan dengan cepat. Koordinasi yang baik juga mempermudah 

implementasi kebijakan serta memastikan bahwa pelayanan yang 

diberikan selaras dengan visi dan misi organisasi.

Sementara, faktor penghambat akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam 

pembuatan E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Nunukan adalah masih kurangnya 

SDM yang mengangani hal tersebut. Minimnya SDM dapat menjadi faktor 

penghambat karena berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja dalam 

pelayanan publik, khususnya dalam pembuatan E-KTP di Disdukcapil Kabupaten 

Nunukan. Akuntabilitas kinerja mengacu pada tanggung jawab instansi pemerintah 

dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena
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itu, ketika jumlah SDM yang tersedia terbatas, beban kerja pegawai menjadi lebih 

berat, sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan, peningkatan waktu 

tunggu, serta meningkatnya resiko kesalahan administrasi.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan konteks pelayanan publik, ketersediaan 

SDM yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang 

diberikan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi kecepatan, 

ketepatan, maupun kepuasan masyarakat. Sehingga, jika SDM yang menangani 

pembuatan E-KTP tidak mencukupi, masyarakat dapat mengalami keterlambatan 

dalam mendapatkan dokumen kependudukan yang penting untuk berbagai 

keperluan administratif. Selain itu, kurangnya SDM juga dapat berdampak pada 

transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan.

Faktor penghambat lain dalam akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam 

pembuatan E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara 

adalah kendala teknis, seperti kendala jaringan hingga pasokan listrik. Jaringan 

menjadi hal yang dapat menghambat karena pembuatan E-KTP terintegrasi secara 

online dengan pusat data nasional, sehingga apabila terjadi gangguan jaringan, 

proses perekaman data dan pencetakan E-KTP dapat mengalami keterlambatan. 

Selain itu, pasokan listrik yang tidak stabil juga menjadi hambatan dalam 

operasional Disdukcapil. Ketika terjadi pemadaman listrik, proses pelayanan bisa 

terganggu atau bahkan terhenti sama sekali.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem yang dapat menjamin sumber daya yang konsisten. Disdukcapil 

Kabupaten Nunukan telah mengimplementasikan sistem administrasi 

kependudukan berbasis digital melalui SIAK untuk meningkatkan efisiensi, 

akurasi, dan keamanan data E-KTP.

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi. Pimpinan dan staf 

bersama-sama berupaya memberikan pelayanan prima yang berkualitas, 

dengan memastikan bahwa setiap prosedur pelayanan dijalankan secara 

tepat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

3. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan. Pencapaian sasaran dan tujuan 

program E-KTP di Kabupaten Nunukan hampir menyentuh 100% 

(99,99%).

4. Orientasi visi dan misi. Visi dan misi dalam implementasi pelayanan E-KTP 

di Disdukcapil Kabupaten Nunukan berpedoman pada visi dan misi kepala 

daerah.

5. Pelayanan berbasis jujur, objektif, transparan, dan akurat. Pelayanan E-KTP 

di Disdukcapil Kabupaten Nunukan telah dijalankan dengan prinsip 

kejujuran, objektivitas, transparansi, dan akurasi. Hal ini didukung oleh

100
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keberadaan standar prosedur yang jelas, sistem pelayanan yang terpusat, 

serta pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara berkala.

6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan pelayanan E-KTP. Penyajian 

keberhasilan dan kegagalan pelayanan E-KTP umumnya dilakukan melalui 

website, secara langsung, maupun melalui media sosial.

7. Faktor pendukung utama akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam 

pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Nunukan Provinsi Kalimantan Utara meliputi adanya sistem yang 

mendukung; alat yang memadai; alokasi anggaran yang cukup; pegawai 

yang jujur, objektif, transparan, dan akurat; terdapat SOP pelayanan, serta 

adanya koordinasi yang baik antar seluruh jajaran Disdukcapil. Sementara, 

faktor penghambatnya adalah masih kurangnya SDM yang mengangani 

layanan e-KTP, kendala jaringan serta pasokan listrik.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan 

sebaiknya menambah jumlah pegawai yang bertugas dalam pelayanan E-

KTP guna mengurangi beban kerja yang berlebihan. Selain itu, 

peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis 

secara berkala perlu dilakukan agar pelayanan semakin efektif dan efisien.

2. Perlu adanya koordinasi yang lebih erat antara Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan pemerintah daerah, instansi
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terkait, serta masyarakat guna meningkatkan akuntabilitas pelayanan. 

Selain itu, pengawasan berkala terhadap kinerja pegawai dan penerapan 

standar pelayanan dapat membantu mencegah penyimpangan dan 

memastikan pelayanan yang lebih transparan.

3. Untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, maka peneliti 

menyarankan dilakukan kajian mengenai efektivitas sistem digital SIAK 

dalam mempercepat pelayanan E-KTP, serta analisis lebih mendalam 

terkait dampak kurangnya SDM terhadap kualitas pelayanan publik. 

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji strategi 

peningkatan akuntabilitas kinerja melalui inovasi teknologi dan kebijakan 

tata kelola pelayanan publik.
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PEDOMAN WAWANCARA

STUDI AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK DALAM 
PEMBUATAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEY INFORMAN/ INFORMAN

Nama :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Pertanyaan :

1. Sistem yang dapat menjamin sumber daya yang konsisten
a) Apakah di dinas bapak ada sistem yang khusus mengelola atau 

mengerjakan tentang pelayanan pembuatan E-KTP?
b) Apakah sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, peralatan, 

dan fasilitas mencukupi untuk mendukung sistem pelayanan 
pembuatan E-KTP?

c) Bagaimana instansi menjamin ketersediaan sumber daya yang 
konsisten dalam pelayanan pembuatan E-KTP?

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh instansi
a) Bagaimana bentuk komitmen yang dilakukan pimpinan dan staff 

dalam meningkatkan pelayanan?
b) Apakah pimpinan menunjukkan komitmen yang kuat dalam 

meningkatkan pelayanan E-KTP?
c) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh staff dalam mendukung 

komitmen pelayanan berkualitas?
1. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan

a) Apakah instansi telah mencapai target pelayanan E-KTP sesuai 
dengan standar yang di tetapkan?

b) Bagaimana instansi dalam mencapai tujuan dalam pelayanan E-
KTP?

c) Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian sasaran 
dan tujuan?

d) Mengapa pelayanan ini tidak tercapai dan tidak tepat sasaran?
e) Siapa yang bertanggung jawab atas tercapainya sasaran dan tujuan?

2. Berorientasi pada visi dan misi.
a). Apakah ada visi dan misi dalam instansi ini?
b). Bagaimana pelayanan E-KTP berorientasi ( mengacu) pada visi dan 

misi yang dimiliki oleh instansi ini?
c). Siapa saja yang mengetahui visi dan misi yang ada di instansi ini?



3. Jujur, objektif, transparan dan akurat.
a) Apakah pelayanan E-KTP sudah jujur, objektif, transparan dan 

akurat?
b) Apakah staff sudah melakukan pelayanan E-KTP dengan jujur, 

objektif, transparan dan akurat?
c) Dalam bentuk kejujuran, objektif, transparan dan akurat tersebut, 

kapan saja bentuk-bentuk itu dilakukan?
4. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan.

a) Dalam pencapaian pelayanan pasti ada kegagalan dan 
keberhasilan. Apakah bentuk kegagalan instansi ini dan apakah 
bentuk keberhasilan instansi ini?

b) Siapa yang memiliki wewenang melaporkan atau mendata tingkat 
keberhasilan atau kegagalan?

c) Bagaimana menginformasikan keberhasilan dan kegagalan 
kepada masyarakat ?
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Sumber: Peneliti Tahun 2025

DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1 : Tempat penelitian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara ( 18 Desember 2024).

Sumber : Peneliti Tahun 2024

Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Agustinus Palentek, SS selaku Kepala 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan ( 7 Januari 2025)



Sumber: Peneliti Tahun 2024

Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Wilson SE.,M.A.P selaku Sekretaris Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan ( 24 Desember 2024)

Sumber: Peneliti Tahun 2024

Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Mohammad Delvian N.M selaku Kasubag 
Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukn dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Nunukan (24 Desember 2024)



Gambar 5 : Wawancara dengan Bapak Muhammad Rizal, S.Kom selaku Kabid 
Pemanfaatan Data dan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Nunukan (18 Desember 2024)

Sumber : Peneliti Tahun 2024

Gambar 6 : Wawancara dengan Bapak Khairul selaku salah satu Staff Dinas 
Disdukcapil Kabupaten Nunukan (18 Desember 2024)

Sumber: Peneliti Tahun 2024



Gambar 7 : Wawancara dengan Saudari Aidah Muslimin selaku penerima 
layanan/masyarakat Kabupaten Nunukan (18 Desember 2024)

Sumber: Peneliti Tahun 2024

Gambar 8 : Wawancara dengan Bapak Rahman Majid selaku penerima 
layanan/masyarakat Kabupaten Nunukan (18 Desember 2024)

Sumber: Peneliti Tahun 2024


